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Jaga lah Marwah Hakim

Drs. H. Maradaman Harahap,
S.H.,M.H.
Wakil Ketua Komisi Yudisial
dan Investigasi

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
- Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS
MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :
- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
- Menetapkan Calon Hakim Agung
- Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN,
KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :
- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
- Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum
yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
- Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan
dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH
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Assalamualaikum. wr.wb.

emangat berinovasiuntuk
S memberikan pelayanan kepada

publik yang lebih prima, halitu
jugalah yang dirasakan oleh Komisi
Yudisial di tahun 2019 ini, mengingat
Lembagainimerupakansalah satu
rumah bagi pencarikeadilan, maka
keberadaannya menjadisalah satu
bentuk representasidaripublik yang
mengharapkan perbaikan kondisi
dunia peradilan yang lebih fair,
akuntable, dan professional. Untuk
itu Komisi Yudisial juga berupaya
untuk menunjukan kredibelitasnya
sebagaiLembaga yang mumpuni,
dalam menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhurandan martabat
perilaku hakim, sebagai tokoh sentral
diduniaperadilan.

Edisi sebelumnya kamisudah
berupayamengulasinovasi—
inovasiyang dapat mendorong

mutu pelayanan bagi publik seperti,
penguatandisisi Teknologilnformasi
yaitu, aplikasi Karakterisasi Putusan
bagiHakim, selainitujuga pembukaan
kanal Call Center 187 bagi publik, dan
mobilisasi situs komisiyudisial.go.id
pada platform android sehingga, jauh
memudahkan akses informasi seputar
dunia hukumdan peradilan bagi
masyarakat.

Untuk terus mendukung performa
dankinerjanya, Komisi Yudisial

DARI REDAKSI

- jugaberharap agar kewenangannya

- diperluas halinipenting untuk

- diketahuibaik oleh praktisi, akademisi
- dan pemerhatihukumdilndonesia,

- dengan mengingat skenario awal

- darituntutan reformasi hukum di

- Indonesiamasih perlu untuk dicapai.

- Baik darisisirekrutmen Hakim Agung,
- hingga pada bab penegakan Kode

- Etikdan Pedoman Perilaku Hakim,

- sertakewenangan - kewenangan

- lainyang dimiliki Komisi Yudisial

- saatini, perlumendapat perhatian

- khusus, karena terkaitjugadenganisu
- penataan ulang kekuasaan kehakiman
- maka, disanaseluruhatributhukum

. dilndonesia sangat dibutuhkan
sumbangsih pemikirannya agar
setiap posisilembaga negara yang

- adasaatinibenar — benar dapat saling
* mengimbangi satu sama lainnya.

- Pada edisi terakhir ditahun 2019

- ini, kamidari Tim Redaksi berupaya

* mengemas isu tersebut agar menjadi
* sajianinformasiyang menarik untuk
- dibaca dandicermati. Kamijuga

- dengan legowo menerima sumbang

- saran, kritik dan masukan dari

pembaca, untuk setiap isu yang kami

- sajikan, dan kamijadikan sebagai

- bahan pengembangan kualitas

- informasiyang kami suguhkan kepada
- anda. Selamat membacal!

* Wassalam

www.komisiyudisial.go.id
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Melalui Amendemen UUD 1945, KY Berharap

Kewenangannya Diperluas

Komisi Yudisial terus berupaya agar kewenangannya bisa diperkuat
jikawacanaamendemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
benar-benar dilakukan. Salah satunya, yaknimenambahan peran

| A
KY dalam Pasal 24 UUD 1945 yang membahas tentang kewenangan ! gl

kekuasaan kehakiman.

Ly
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Judicial Review dan Legislative
Review
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Kram Kaki di Malam Hari
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H.Mohamad Moenawar Subkhi
Ketua Pengadilan agama Cirebon

Memperkuat Komisi Yudisial dalam
Menjaga Integritas Wakil Tuhan

InovasiKY untuk Pelayanan Publik

Sepanjang 2019, Komisi Yudisial (KY) telah banyak melakukan kegiatan dan
inovasi untuk mencapai target kinerja dan peningkatan pelayanan kepada
publik. Redaksi Majalah Komisi Yudisial merangkumnya khusus untuk
Anda.
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UTAMA

MELALUI AMENDEMEN UUD 1945,
KY BERHARAP KEWENANGANNYA
DIPERLUAS

tt
Keberadaan KY
sebagailembaga
negarayang diatur
konstitusi, seharusnya
memiliki kedudukan yang
kuat sebagailembaga
pengawas hakim.




LAPORAN

UTAMA

Komisi Yudisial terus berupaya agar kewenangannya

bisa diperkuat jika wacana amendemen terhadap
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 benar-benar dilakukan.
Salah satunya, yakni penambahan peran KY dalam

Pasal 24 UUD 1945 yang membahas tentang kewenangan
kekuasaan kehakiman. Keberadaan KY sebagai lembaga
negara yang diatur konstitusi, seharusnya memiliki
kedudukan yang kuat sebagai lembaga pengawas hakim.

Jaja Ahmad Jayus
KetuaKY

ayangnya,lembaga :
negarayang :
bersifat mandiridan :

berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim
agungdan mempunyai
wewenang lain dalam
rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan,
keluhuran, martabat,
serta perilaku hakimini,
justru kewenangannya
cenderungdigantungkan
padalembaga lain,
yaknioleh Mahkamah
Agung (MA) dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).

EDISI
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Misalnya, dalam seleksi
calon hakimagung
(CHA),KY berwenang

mengusulkan CHA
kepada DPR melalui
sistem seleksi CHA.
- Namun, saat pengusulan
- beberapa CHAyanglulus
- serangkaian seleksimasih :
- dapatditolak oleh DPR.

- Selainitu, fungsimenjaga
- danmenegakkan

- keluhuran dan martabat
- hakimyang wujudnya

- pengawasan hakim,

- seringkali hasil

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

- pengawasan KY dalam

- hal penjatuhan sanksi

* terhadap para hakim yang
- melanggar Kode Etik

* dan Pedoman Perilaku

© Hakim (KEPPH) tidak
sepenuhnyadijalankan

- MA.Dengan penguatan

ini, KY berharap agar

- rekomendasilembaga

- pengawas hakim tersebut
- bisabersifat final, tidak

- adalagialasan MA untuk
- menolak rekomendasiKY.

- Kemudian, Pasal 20
- ayat(3)UUNo.18 Tahun

2011telah memberi
kewenangan kepada
KY meminta bantuan
aparat penegak hukum
untuk melakukan
penyadapan atau
merekam pembicaraan

: dalam haladanyadugaan
pelanggaran KEPPH
oleh hakim.Namun,

- kewenanganinilagi-lagi
- belum bisa dijalankan.

- Atasdasaritulah, dalam
- rangka menguatkan

- kewenangan KY, belum
- lamainiKetuaKY Jaja
- Ahmad Jayus menemui
© Wakil Presiden K.H.

© Ma'ruf Amin diKantor
Wapres membicarakan
penguatanlembaga
KY agar nantinya bisa
- dimasukkan dalam

www.komisiyudisial.go.id



Feri Amsari

Direktur Pusako Universitas Andalas Padang

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

amendemen kelima UUD
Tahun 1945.

Dalam pertemuan
tersebut, Jaja
menyampaikan

kepada Wapres K.H.
Ma'ruf Amin mengenai
pentingnya penguatan
kewenangan KY dalam
amendemen UUD 1945,
karenalembagainitelah
berkontribusi menjaga
peradilan yangbersih dan
bermartabat diIndonesia.

Menurutnya, dengan
pengaturan dalam UUD
1945, KY dapat menjadi
lebih kuat perannya,
khususnyadalam
pemberian/penjatuhan
keputusan pelanggaran
KEPPH yang selama
ini hanya sebatas
rekomendasiyang

“Sayainginagar

pengawasan itu secara tegas

dicantumkan ke dalam
amendemen UUD 1945,
termasuk pengawasan
terhadap hakim MK.
Kemudian kedua, juga

proses seleksiterhadap
hakim MKituoleh KY”

® www.komisiyudisial.go.id

- seringkalidiabaikan oleh
- MA.

© Jaja Ahmad Jayus

- mengatakan, sebenarnya
© isuamendemen UUD
1945 telah ada sejak lama
- danpernahdidiskusikan
- denganMPR, diantaranya :
- Pasal 24 ayat (2) dan

- (3) terkait Kekuasaan

- Kehakiman. Ketikaitu,

- KY mendorong selain

* mempunyai kewenangan
- melakukan pengawasan,
- KY berhak melakukan

© seleksi hakim, hakim

© agung dan hakim ad hoc.

Selainitu, KYjugaingin
- dalamamendemen UUD
- 1945 nantinya proses
- seleksiterhadap hakim
- Mahkamah Konstitusi
- (MK)jugadilakukanoleh
- KY, tidak lagi melalui
- DPR, Pemerintah, dan
" Mahkamah Agung (MA).

“Sayainginagar
pengawasanitu secara
tegas dicantumkan ke
dalam amendemen

UUD 1945, termasuk
pengawasan terhadap
hakim MK. Kemudian
kedua, juga proses seleksi
terhadap hakim MKiitu
olehKY, harap Jaja.

Wacana penataan ulang
kewenangan dan tugas
KY pun mendapatrespon
beragam darisejumlah
pakar hukum tatanegara.
Mereka diantaranya,
Direktur Pusat Kajian

DESEMBER 2019

LAPORAN
UTAMA

N

- Konstitusi (Pusako)

- Universitas Andalas
Padang Feri Amsari;

- Pakar Hukum Tata

* Negara FH Universitas
Bhayangkara Jakarta
Raya Ferdian Andji; Pakar
© Hukum Tata Negara

UniversitasIndonesia

- Refly Harun; Pakar Hukum
- PidanaUniversitas Trisakti
- Abdul Fickar Hadjar; dan

- Pakar Hukum Tata Negara

- Universitas Pembangunan
- Nasional (UPN) Wicipto

© Setiadi.

© Direktur Pusako

- Universitas Andalas
Padang Feri Amsari
berpandangan, KY adalah
- lembaganegarayang

- diorientasikan untuk

- membangun sistem

- checks and balances

- dalam sistem kekuasaan
- kehakiman.

- PembentukanKY

- dilatarbelakangioleh

- pemikiran bahwa

- kekuasaan kehakiman
yang merdeka tidak

bisa dibiarkan tanpa

- adanya pengawasan

- pihak eksternalyang

- independen. Kelahiran

- lembagainibertujuan

- untuk memenuhiharapan
- masyarakat tentang

- kekuasaan kehakiman

© yang transparan,

- merdeka, dan partisipatif.

Sebagai pijakan
. konstitusional, merujuk
. padarumusan konstitusi

EDISI
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LAPORAN

UTAMA

o

“Oleh karenanya kedudukan KY dalam struktur

ketatanegaraan perlu diperkuat. Penguatan

kelembagaan tersebut di antaranya melalui

penataan ulang dan penegasan kewenangan
Komisi Yudisial dalam mencegah dan

memberantas judicial corruption”

Pasal 24BUUD 1945
sesungguhnya,
kewenangan KY masih
bersifat terbatas dan
cenderungdipolitisasi.
Karenadalam
implementasinya
kewenangan yang
dilakukanoleh KY juga
tidak berjalan mulus,
sebab banyak upaya
pelemahan terhadap

lembaga pengawas hakim
- Penguatan kelembagaan
- tersebutdiantaranya

- melaluipenataan

- ulangdanpenegasan

- kewenangan Komisi

- Yudisial dalam mencegah
- dan memberantas judicial -
- corruption.

yang terjadi mulai dari
adanyarevisi UU KY,
adanya pengujian UUKY
ke MK, ditetapkannya
status tersangka
terhadap dua pimpinan
KY dalam menjalankan
tugasnya. Tujuannya
adalah sederhana untuk
melemahkan lembaga
tersebut.

MA punjuga sebenarnya
menganggap keberadaan
KY adalah untuk
mengintervensilembaga
peradilan, padahal
kehadiran KY adalah

Konmisi YupisiAL

OKTOBER
DESEMBER 2019

- sebagai mekanisme

- kontrol serta checks

- andbalances antar

- lembaga negara, karena
- mekanisme pengawasan
- diinternal MA dinilai
 masih lemah dan tidak

- efektif.

- Olehkarenanya
. kedudukanKY dalam

struktur ketatanegaraan
perlu diperkuat.

© Sebagaiorgan tunggal
© yang mengawasi kinerja
hakim, kewenangan

KY perlu diperluas
secara konstitusional.

- Kewenangan tersebut
- yaitudalamhal

- mengawasiseluruh

- hakimdilingkungan

- peradilan MK dan MA
- sertaperadilan-peradilan
- dibawahnya.

- Termasukjuga pelibatan
- KY dalam melakukan

- sistemrekrutmen seluruh
- hakimdilingkungan

- peradilan MK dan MA

© serta peradilan-peradilan
- dibawahnyadanjuga

© penguataan kewenangan
lainnya yang dianggap

- urgendalam mewujudkan
- kekuasaan kehakiman

- yang baik dan bersih.

- Berdasarkan kondisi

- tersebut, makapenguatan :
- danreposisiKY sangat

diperlukan demi

- terwujudnya tujuan
- kekuasaan kehakiman.

“Saya pikir bangunan

© kekuasaan kehakiman
menjadi penting untuk
ditata ulang agar harapan
- pencari keadilan dapat

- diwujudkan. Termasuk

© penataanulang

- kewenangandantugas

: KYkedepan,”kataFeri
- Amsari.

KY merupakan lembaga
- pengawas pelaksanaan

kekuasaan kehakiman,

- namun kedudukan KY

- sesungguhnya bukanlah
- bagian darikekuasaan

- kehakimanitu sendiri.
Sebagaimanadijelaskan
- oleh Pakar Hukum Tata

- Negara Jimly Assiddiqie,
© bahwa secara struktural,
- kedudukanKY sederajat
dengan MA dan MK,
yaitu sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman.

- Akan tetapi melihat

www.komisiyudisial.go.id




KY saat beraudiensi
dengan Wakil Presiden Rl

fungsinya, KY hanyalah
sebagai penunjang
(auxiliary) daripelaksana
kekuasaan kehakiman.

KY bukanlah lembaga
penegak hukum,
melainkan hanya
penegak etik (code of
ethic). Selain sebagai
lembagaindependen,
konstitusimerancang KY
sebagailembagayang
mandiri sebagaimana
yang termaktub dalam
Pasal 24Bayat (1) UUD
1945 perubahan ke-3.
Oleh karenaitu, menurut

www.komisiyudisial.go.id

Universitas Gadjah Mada
(UGM) Zainal Arifin
Mochtar,ia beradadi
luar kekuasaan yudisial,

: kekuasan eksekutif dan
- kekuasaan legislatif.

Berdasarkan hal tersebut,
- makaKY mempunyai

- kedudukanyang sederajat -
- denganlembaganegara
- lainnya dalam rumpun
- sistem peradilan. Hal

- tersebut setidaknya dapat :
- dilihat dari, pertama,

- legalitas KY didasarkan
- padaatribut yangintrinsik
- sebagailembaganegara
- dalam rumpun peradilan,
: sesuaidengan peletakan
posisinya dalam BAB IX
- UUD 1945 yaitu sebagai
Pakar Hukum Tata Negara

bagian darikekuasaan

- kehakiman, secara
- implisit keberadaan KY
terpayungioleh Pasal 24
© Ayat (3) yang berbunyi:
“Badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan

- dengankekuasaan

- kehakiman diatur dalam
- Undang-Undang".

- Kedua, kekuatan
- konstitusional KY
- didasarkan pada fakta

bahwa ketiga lembaga

- negarayaituMA,KY, dan
- MK beradadalam struktur -
- 24.Tambahan dalam

- Pasal 24 menjaditiga

- pasal yaitu Pasal 24 A

© mengenai MA, Pasal

- 24BmengenaiKY, dan
: Pasal 24 C mengenai MK
- dan KY hadir sebagai

normatif yang sederajat.

- Posisi MA diatur dalam
- Pasal 24A yang terdiri

- darilimaayat.KY

- diatur dalam Pasal 24B
: terdiridariempat ayat.
: Sedangkan MK dalam

DESEMBER 2019

- Pasal 24 C yang terdiri
- darienamayat.

LAPORAN
UTAMA

: Ketiga, kekuatan
berimbangantaraKY,
MA, MK juga didasarkan
- padaasal-usul semangat
- zaman pembentukan

- struktur norma.KY

- danMKtidak pernah

- lahir, kecualisetelah

- amendemen UUD

- 1945. Sejak perubahan
- fase ketiga pada 2001

- dengan mengubah

dan menambah Pasal

EDISI
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LAPORAN

UTAMA

pengawas terhadap
individu-individu hakim,
bukan dalamrangka
pengawasan yang
dipahami sebagai bentuk
checks and balances.

lahadir karena
masyarakat kehilangan
kepercayaan terhadap
institusi peradilan.
Pengawasan internal
yang dilakukan oleh MA

dianggap tidak efektifdan -
cenderung tertutup, kerap -

digunakan sebagai upaya
melindungi oknum yang
berbuat salah atasnama
semangat korps.

ParaPakar Hukum
Respon Wacana
PenguatanKY
Melalui Amendemen
UUD 1945

Sebenarnya, wacana
penguatan perandan
kewenangan KY yang

Zainal Arifin Mochtar
Pakar Hukum Tata
Negara Universitas
Gadjah Mada

EDISI
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- harapannyadapat

- diakomodir dalam

- amendamen UUD 1945

- telah mengemuka

- beberapa tahun terakhir.
- Lalu, bagaimana para

- pakar hukum mengetahui
- dan menganalisis upaya
penguatan dan perluasan
terhadap kewenangan
Komisi Yudisial

- sebagailembaga extra

- yudisial dalamrangka

pembaharuan kekuasaan
kehakiman. Apalagi,

DESEMBER 2019

- upayauntuk penguatan
- lembaga KY juga bukan
- perkaramudah, karena
- muaradarisemua

© gagasanitunantiyaitu
- melakukan amendemen
© Kelima UUD 1945,

© Pakar Hukum Tata
Negara FH Universitas
- Bhayangkara Jakarta

- RayaFerdian Andi

- berpendapat, penguatan
- KY dapatdilakukan

. dengandua cara.

- Pertama, melalui

- penguatan dikonstitusi
- dengan melakukan

- amendemen konstitusi
- dengan memberi

* kewenangan terhadap
KY. Sayangnya,isu
amendemen konstitusi
- yangbelakanganramai
- dibincangkan, isu

- penguatanKY sama

- sekalitidak disinggung
- oleh fraksi-fraksidi MPR,
- termasuk Presiden.

- Fraksi-fraksidiMPR

Abdul Fickar Hadjar
Pengamat Hukum
Universitas Trisakti

www.komisiyudisial.go.id



justru tertarik membahas
hal-hal yang sejatinya
tak perlu dibahas seperti
Pilpres diMPR dan

- dalam perubahan UU

- KY yangharus tegas

- dibuat garis demarkasi

- yangjelas. MA mengurus

- pada tingkat UU dan

- aturan pelaksanaanya

- sajayang penting, yakni

- “penambahan wewenang”

LAPORAN

UTAMA

- sebelumnyasudahada

- upaya mengindentifikasi
- perlunya pengaturan baru
- dalamrangka optimalisasi

masajabatan Presiden3 : urusanyudisial, - yang difokuskan pada - peranKY.
periode (15tahun).Dari  : sedangkanKY mengurus : sifatmemaksanya(pro  :
sini, tampak terlihat,isu ~ : nonyudisial. Konsekuensi : justitia)-nya.Dilain pihak, : “Sederhananya

penguatan KY sama sekali
" inijuga diikuti dengan

- perubahan paket UU

- lembaga peradilan.

- Termasuk secara simultan

tidak masuk dalamisu
amendemen konstitusi.

Karakteristik KY yang

merupakan constitutional -
- penerbitan UU Jabatan
- Hakim.
kewenangan yang dimiliki -

- Upayainiharus

- dikonkretkan agar KY
* tak sekadar menjadi
kewenangan yang konkret
kenegaraan yang tak
banyak memberidampak
- perubahandalam

- reformasilembaga

- peradilan. Untuk

- mewujudkan reformasi

- lembaga peradilan, tak

- adajalanyanglain selain
- harus memperkuat KY

- dengan tetap dalam

- koridor lembaga peradilan
: yang bebas dan merdeka.

importance semestinya
berbanding lurus dengan

lembagaini. Setidaknya,
rumusan kewenangan KY
dikonstitusiharus diberi

dengan mempertajam
fungsidan kewenangan
lembagaini.

“Meskidengan catatan
tetap memerhatikan
konsep kekuasaan
kehakiman yang bebas,
merdeka dan mandiri,”
kata Ferdianyangjuga
Peneliti Pusat Kajian
Kebijakan Publik dan
Hukum (Puskapkum).

Kedua, mekanisme selain
melaluiamendemen
konstitusi, juga bisa
dengan melakukan
perubahan UUNo 18
Tahun 2011 tentang KY
yang telah masuk dalam

daftar Prolegnas Prioritas
- dasarnya, problem

- dankendalanyajustru

© ada pada level praktis.
Sehingga, solusinya
cukup dengan perubahan

Tahun 2020.

Konsepsishared
responsibility antara KY
dan MA harus dipertegas

dariperubahan UUKY

juga diikutidengan

akseseorilembaga

Pengamat Hukum

- Universitas Trisakti Abdul
- FickarHadjarjustru

- memilikipandangan

- berbedadengan Ferdian
- Andi.Menurutnya,

- penguatanKY tidak perlu
- sampai mengamendemen

konstitisi. Pada

: juga butuh pengertian

© MAkarena perubahan
tersebutjuga akan

- disinkronkan dengan UU
- MAdanMK.

- Terkait shared

- responsibility antaraKY
- dan MA, Abdul Fickar

- berpandangan, harus

- ditumbuhkan kesadaran
- dan kebutuhan akan

© pengaturan yang baru
padaseluruh stake

: holder KY,MA, DPR,

- danlain-lain. Dimana

bagaimana menciptakan
pengertian stake

- holder bahwa

- kebutuhan-kebutuhan

- peranKY menjadi

- kepentingan bersama.

- Darisinilah lebihjauh

- akan melahirkan political
- will darisemua pihak baik
- padaranah kekuasaan

- yudikatif juga eksekutif,
- Presiden dan legislatif.

- Dengan situasiyang

: demikian, pembahasan
perubahan akanlancar,”
ungkapnya.

Karakteristik KY
yang merupakan
constitutional
importance semestinya
berbanding lurus dengan

kewenangan yang
dimiliki lembaga ini

www.komisiyudisial.go.id
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Fickar juga mengkritisi

peranKY dalam beberapa -
tahun terakhir, khususnya -
- kewenangan yudisial
- agar mampu selain

dalam hal pengawasan
hakim. Menurutnya,

peranKY dalam beberapa :
. kewenangan mengawasi,
. mengajudikasi,

tahun terakhir belum
menunjukkan performa

idealnya sebagailembaga
keputusannya. “Tentu :
- sajainilangkahyangtidak :
- sulitjikaada political will
- untuk menguatkannya

- padalevelatributif UU,
- terangnya.

pengawas hakim dan
sebagaipengemban
kekuasaan kehakiman.

Menurutnya, sampai
saatiniKY hanya sukses
sebagai pansel hakim
agung, sedangkan
sebagai pengawas atau
penjaga harkat dan
martabat hakim belum
menjalankan fungsinya
secarabaik. “KY baru
menempatkan dirinya
sebagai pemadam
kebakaran saja, itupun
lebih banyak tak tuntas
karena masalahnya tidak
cukup didekati dengan
caramenghukum,”
katanya.

Tentu saja, itu terjadi
bukan tanpa sebab yang
sekaligus juga sebagai
kendala-kendalayang
harus diatasi. Pertama,
kendala sistemik, yaitu

ketidakjelasan kedudukan
- profesionalitas keilmuan.

KY yang bukan
merupakan bagian dari
kekuasaan kehakiman.
Sehingga, KY tidak dapat
mengawasi, misalnya
Hakim Konstitusi karena
harus ada penguatan
kelembagaan secara
sistemik.

EDISI
0B Komisi YUDISIAL

OKTOBER
DESEMBER 2019

- Paling tidak, lanjutnya,

KY secara mandirijuga
diberikan kewenangan-

melaksanakan

bahkan mengeksekusi

- Kedua, langkah

- pencegahan tidak cukup
- hanya dengan membuat
- kode etik prilaku profesi
© hakim, tetapijuga harus
diikutilangkah nyata
pengawasan lapangan,
- misalkan dengan bekerja
- samadenganLSMatau
- paraakademisidan

- kampus-kampusdi

- daerahdalamrangka

* pemantauan.

- Ketiga, KY jugabisa

- melakukan pendekatan

- baru sepertiprofesi

- dokter misalnya, di

© manaselainada majelis
. etik perilaku, jugaada

. council kedokteran yang

kompetensinya menilai

- Karenaitumenjadi

- penting dikembangkan
* institusibarudalam

- artifungsibaruyang

- khusus mengawasi

- profesionalitas dalam
© pengertian aktualitas

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

- keilmuan profesihakim.
- Sehingga, pengawasan
- yudisial tidak cukup

- hanyapadaupaya

- formalbanding, kasasi

- atauPK dalam konteks

© perkara, tetapijuga

© seharusnya pengawasan
yang bersifat keilmuan
: (tak professional dalam

memutus). Dalam

konteks ini, hukuman

- kepadaHakimbisa

- dengan memberhentikan
- sementara,antara 6 bulan -
- hingga 2 tahun dengan
- perintah belajar kembali.

- Sementaraitu, Pakar
© Hukum Tata Negara Refly
Harun menjelaskan, ia
memiliki tiga skenario
untuk memantapkan

Wicipto Setiadi
Pakar Hukum Tata Negara
Universitas Pembangunan
Nasional (UPN)

peran KY dalam dunia

: peradilan.

Skenario pertama tidak
jauh berbeda dengan

- situasisaatini, yakni

- memperjelas pembagian
- kerjaantaraKY dengan

- MA.KY dapat bekerja

. sebagaipengawas

- eksternal, sedangkan MA
- danjajaran ke bawahnya
- sebagaipengawas

* internal.

- “Tidak saling

© menggantikan tapi
salingmelengkapi, cuma
tujuannya berbeda.
Pengawasaninternal

- tujuannya pembinanaan,
- pengawasan eksternal

- tujuannyapenegakkan
- kodeetik,” jelasnya.

- Skenario kedua, ialah

- menghadirkan Mahkamah
* Yudisial tanpa perlu

* mengubah konstitusi.

© Areakekuasaan dari

© Mahkamah Yudisialitu,
katadia, tidak hanya

. sebatas hasil pekerjaan

- dariKY dalamrangka
pengawasan hakim saja,
tetapijuga hasil pekerjaan
dariKompolnas dan

www.komisiyudisial.go.id



Komjak, termasuk Dewan
Pengawas KPK.

“Area authority dari
Mahkamah Yudisial
iniadalah tidak hanya
sebatas hasil pekerjaan
dariKY dalamrangka
pengawasan hakim,
tapi hasil pekerjaan
Kompolnas dan Komjak,
termasuk Dewas KPK.
Jadimasuknya ke
Mahkamah Yudisial
dalamrangka penegakan
kode etik,” jelas Refly.

Kemudian, skenario

ketiga, melalui perubahan

konstitusidengan
memasukkan Mahkamah
Yudisial ke dalamnya.
Menurutnya, jika begitu,
Mahkamah Yudisial
dibentuk dalam rangka
menjaga keluhuran

dan martabat seluruh
penegak hukum, tidak
hakim saja. Dibawah
Mahkamah Yudisial itu
barulah terdapat KY yang
derajatnya disamakan
sepertiKompolnas dan
Komjak. “Yang tugasnya
ialah mengawasi,
temasuk terima laporan.
Jadidiabertindak
seperti penuntut umum.
Bagaijaksa ketika

ada pengadilan etik.
Kompolnasjuga begitu,
bertindak sebagai
penuntutnya, Komjak
juga,” tutur dia.

Pakar Hukum Tata Negara
Universitas Pembangunan

www.komisiyudisial.go.id

- Nasional (UPN) Wicipto
- Setiadijustru memiliki
- pandangan lain.

- Menurutnya, setidaknya
© rumusan kewenangan KY
- dikonstitusi harus diberi
- kewenangan yang konkret
© dengan mempertajam :
fungsidan kewenangan
- lembagaini. Meski

- dengan catatan tetap

- memerhatikankonsep

- kekuasaan kehakiman

- yangbebas, merdeka dan
- mandiri.

- “Karenapengaturan

- awalnya ada dikonstitusi,
- makaperubahanterhadap : kedualembaga tersebut,
- kewenanganKY harus

- dilakukan amendemen

- konstitusi, tidak mungkin
- kewenganKY diubah
dengan peraturan

: perundang undangan
yang lebih rendah dari

- konstitusi,"pungkasnya.

- Menyinggung soal
- penguatandan

LAPORAN

UTAMA

- pelemahanKY, Wicipto
- kurang sepaham jika

- menggunakan duaistilah
- tersebut. Menurutnya,

- terkesandisatusisiada  : konflik antara MA dan

© yangdikuatkandandisisi : KY harus diselesaikan
lain ada yang dilemahkan. terlebih dahu. Jika tidak,
- makakonflik tersebut

- akanterus berlanjut.

- Selainitu, yangperlu

- diputuskanjuga terkait
- kewenanganKY apakah
© pengawasanyang

- diberikan kepada KY

- kewenangan lain,” kata
Wicipto Setiadi.

* Diajuga menyarankan,

Justru dirinya mengaku

- setujudenganistilah

- penataanulang

- kewenangan dantugas
- KY.Artinya, harus ditata
- dandiperjelas antara

- kewenangan MA danKY.

'‘Area authority dari Mahkamah Yudisialini
adalah tidak hanya sebatas hasil pekerjaan
dari KY dalam rangka pengawasan

hakim, tapi hasil pekerjaan Kompolnas
dan Komjak, termasuk Dewas KPK. Jadi
masuknya ke Mahkamah Yudisial dalam

rangka penegakan kode etik”

‘ ‘

- “Perludilakukan dengan
- duduk bersamaantara

- ituhanyahakimdi

- lingkungan MA saja atau
- meliputijuga hakim

- tujuannyauntuk apa? - konstitusi.
- Agar ada titik temu. :
- Kalau diselesaikan secara
© sendiri-sendiri pasti
tidak tercapai. Misalnya
harus disepakati terlebih
dahulu pembentukan KY
- tujuannyauntuk apa. Apa
- hanyauntuk melakukan
- pengawasan secara etika
- sajaataujugadiberikan

© “Terkait dengan

* rekrutmen hakim, apakah
© KY akan diberikan
kewenangan untuk

- merekrut hakim secara

- keseluruhanatau hanya
- hakimagung dan hakim
- adhocdiMA saja,”

- jelasnya. @
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Perlukah
Pasal Santet 2

Taufiq Tri Adi Sunarko
(Staf Komisi Yudisial)

Pada September 2019, kencang isu pengesahan Rancangan
Kitab Undang-undang/]—p.;.kum Pidana (KUHP). Ada
beberapa pasal yang ghendapatkarrsorotan dan cenderung

mendapatkan resp if dari masyarakat.

onstrasi dibeberapa kota sepertidi
akarta, Yogyakarta, Bandung, Malang,
Semarang, Palembang; Makassar,
rta,dan Medan menolak pengesahan

P

Bébetapa pasal yang dianggap kontrofersi
4 HP adalah Pasal Tindak Pidana
%upsi, PasalPenghinaan Presiden, Pasal
~ Makar,Pasal Peng‘mqgan Bendera, Pasal
(. y terkaitA\létKontrasepsi,aasalAborsi,Pasal
" Gelandangan, pasal Perzinaan dan Kohabitasi,
.~ PasalPencabulan, Pasal Pembiaran Unggas dan
) __-q:_;"Hewan Ternak, Pasal Tindak Pidana Narkoba,
» L PaEa| Penghinaan terhadap Pengadilan,
- Pasal Tindak Pidana terhadap Agama, Pasal
; ‘Pelanggaran HAM Berat, dan Pasal terkait
'Santetﬂ_Pada'haI RKUHP merupakan produk
bangsa Indonesia yang akan mengganti KUHP
"= yangberlakusaatini.

%

1 Opini.dari pemberitaan'media
Detiknews (tanggal 24 September 2018), Tirto.id
(tanggal 24 September 2019), dan Anataranews.
com (tanggal 26 September 2019).



"KUHP yang berlaku saatini
adalah Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch-Indie yang

merupakan produk Belanda

untuk warga kolonial Hindia

Belanda saatitu sebelum

Indonesia merdeka.”

KUHP yang berlaku
saatiniadalah Wetboek
van Strafrecht voor
Nederlandsch-Indie
yang merupakan produk
Belandauntuk warga
kolonial Hindia Belanda

merdeka.

Berdasarkan
Undang-Undang Tahun
1946 No. 1tentang
Peraturan Hukum Pidana,
dengan perubahan dan
tambahan untuk seluruh
wilayah Indonesia
Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch-Indie
menjadi Wetboek

van Strafrecht (Wvs)
ataumenjadiKitab
Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Gagasanuntuk
merumuskan KUHP
nasional muncul darihasil
Seminar Hukum Nasional
| di Semarang pada tahun
1963.

www.komisiyudisial.go.id

Nawawimenyatakan

- RKUHP masih terus

- dibahas hinggamasa

- jabatan DPRRIperiode
- 2014 - 2019. Pada tahun
- 2015, Presiden Joko

- Widodo mengeluarkan
- Surat Presiden

© (Surpres) mengenai
kesiapan pemerintah

© dalam pembahasan
RKUHP. Surat tersebut
- ditindaklanjutidengan
- rencanapengesahan

- RKUHP pada akhir tahun

L2 www.hukumonline.com/

. berita/baca/lt5a42131682c60/

. sekilas-sejarah-dan-problematika-
+ pembahasan-rkuhp/, Hukumonline,
. "Sekilas Sejarah dan Problematika

. Pembahasan RKUHP” tanggal 26

. Desember 2017.

- 2017.Pengesahan RKUHP
- kemudian mundur, hingga
- ketika akan dilakukan

- pengesahan atas

- RKUHP justru mendapat
- penolakan dari sebagian
* masyarakat.

© Tulisan ini tidak

: membahas seluruh pasal
dalam RKUHP yang

- dianggap kontroversial
- olehsebagian

- masyarakat,namun

- fokus pada pasal santet.

© Namun hingga September : Kenapapasaltersebut

- 2019, pengesahan

- RKUHP masih dalam

- tahap pembahasandi

- DPRdanjustrumalah

- memunculkan penolakan.
- PadaMei 2016, Barda
saatitu sebelum Indonesia
* RKUHP layaknya bayi :
- dalam kandungan seorang
perempuan yang tidak
- lahir-lahir dan tidak

- mati-mati, janinnyasudah :
- terlalutua.®

- menjadikontroversial dan
- kenapa RKUHP mengatur
* mengenai pasal santet

* tersebut.

KontroversiPasal
Santet dalam RKUHP

Pasal santet mendapat

- penolakandari

- masyarakat seperti

- Forum Mahasiswa

- Syari'ah Se-Indonesia

- (FORMASI),"Jadikami

- Forum Mahasiswa Syariah
- Se-Indonesiaberharap

- kepada DPR untuk tidak
- memasukkan pasal

- santet ke dalam KUHP.

- Karenasekalilagi, santet
memang berbahayadan
dilarang oleh agama, tapi
: pembuktiannyaitu yang
tidak bisa diungkapkan.”

FORMASI menganggap
- dengan pengesahan pasal
- santet berakibat dengan
- banyak orang yangakan

.3 https://mataramnews.

. c0.id/4396/formasi-tolak-pasal-

¢ santet/,"FORMASI Tolak pasal santet”
+ tanggal 06 April 2013.
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- dituduh sebagai tukang
- santet dan didakwa

- dengan pasal santet.

- Selainitudianggap

- juga pembuktian atas

- pasal santet tidak

- dimungkinkan karena

© santet tidak dapat
dijelaskan secarailmiah.

Haltersebutjuga

- disampikanoleh Ari

- Fahrial Syamyang

- merupakan Guru Besar
- Fakultas Kedokteran

- Universitas Indonesia

- bahwa, TapiKalau

- dilegalkan (RKUHP), bisa
- jadiakandicariorang

- yang berbuat santet

- tersebut padahal itu bisa
© sajasebenarnyabukan.
© Takutnya nantimain
 tuduh-tuduh aja”*

AndriPsikiater dari

- OmniHospital Alam

- Suteraberpendapat

- bahwa ada kemungkinan
- orangyang mengaku

- memiliki kekuatan gaib

- sebenarnyaadalah orang
- yang memilikigangguan
- jiwadan meyakinidirinya
- memiliki kekuatan gaib,

- sehingga tidak tepat

: bahwa seseorang dengan
gangguan jiwa tersebut

: dijatuhi pidana penjara.

. Karena orang tersebut
akan tetap meyakini

- dirinyamemilikikekuatan
- gaib meskitelah menjalani
- pidanapenjara.

c 4 https://health.detik.com/

- berita-detikhealth/d-4725683/dokter-
. sebut-pasal-santet-di-ruu-kuhp-

. bisa-bikin-masyarakat-saling-tuduh,
¢ “Dokter Sebut Pasal Santet DiRUU

+ KUHP Bisa Bikin Masyarakat Saling

. Tuduh"tanggal 28 September 2019.
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Andriberpendapat
tindakan yang tepat untuk
orangtersebutadalah
dengan penanganan
perawatan medis
kejiwaan.®

Kekhawatiran masyarakat
mengenai pasal santet
berkaitan beban
pembuktian terhadap
pelaku yang memiliki
kemampuan melakukan
santet. Namun apakah
benar unsur pasal santet
dalam RKUHP berkaitan

dengan beban pembuktian -

yang dikhawatirkan oleh
sebagian masyarakat.

Rumusan Pasal terkait
Santet di KUHP (Wvs)

Sebelumadanyarumusan

pasal santet dalam RKUHP

diatas, KUHP (Wvs) juga
mengatur mengenai Pasal
yang berkaitan santet atau
kekuatan gaib. Perumusan
dalam KUHP (Wvs)
sebagaiberikut:®

Pasal 546

Diancam dengan
kurungan palinglama
tiga bulan atau denda
paling banyak tiga
ratus rupiah:

Ke-1.Barangsiapa
menjual, menawarkan,
menyerahkan,

5 https://health.detik.com/
berita-detikhealth/d-4726418/kata-
psikiater-soal-pasal-santet-di-ruu-
kuhp, “Kata Psikiater Soal Pasal Santet
DiRUUKUHP"tanggal 29 September
2019.

6 Moeljatno, “KUHP, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana’,
Jakarta:2005, PT.BumiAksara,
halaman 198.
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membagikan

atau mempunyai
persediaan untuk
dijual atau dibagikan
jimat-jimat atau
benda-bendayang
dikatakan olehnya,
mempunyaikekuatan
gaib.

Ke-2.Barangsiapa
mempelajarkan
ilmu-ilmu atau
kesaktian-kesaktian,
yang tujuan
menimbulkan
kepercayaan,

bahwa karenanya
mungkin melakukan
perbuatan-perbuatan
pidanatanpabahaya
bagidirinya sendiri.

Pasal 547

Seorang saksi, yang
ketika diminta untuk
memberiketerangan
dibawah sumpah
menurut ketantuan
undang-undang,
dalam sidang
pengadilan memakai
jimat-jimat atau
benda-benda sakti,
diancamdengan
kurungan palinglama
sepuluh hariatau
denda paling banyak
lima belas rupiah.

Pasal diatas dalam

- perspektif KUHP buatan
- Belandamerupakan

- delik Tindak Pidana

- Merendahkan Tuhanatau
- Tindak Pidana terhadap
- Agama.

DESEMBER 2019

“Kekhawatiran masyarakat

mengenai pasal santet

berkaitan beban pembuktian

terhadap pelaku yang

memiliki kemampuan

melakukan santet.”

- Pasaltersebut merupakan
- pasal yang ditujukan

© untuk melindungi

: ajaran-ajaran keagamaan
karenadianggap
perbuatan yangdilarang
tersebut telah menodai

- nilaidannormadalam

- agama.

- Pasal 547 sendirisecara
- spesifik berkaitan dengan
- pemberian keterangan

- palsudalam persidangan
- yangjuga telah diatur

- ketentuan pidananya

- dalam Pasal 242 Ayat (1)
© KUHP?

Penegakan Pasal 547

- KUHP tentumenimbulkan
- kesulitan seperti

- bagaimana penegak

- hukum bisamelacak jimat
- ataumantra?

Menurut Ariyanto

~ Sutadiyangsaatitu

- menjabat sebagai

- Kepala Divisi Hukum

- MabesPolri,’masyarakat
* menilaiitutidak

- penting. Untuk apajuga
- dipermasalahkan”®

Lebih lanjut Pasal 547
KUHP dianggap tidak
cocok dengan kondisi

- sekarangkarena

- masyarakat menganggap
- penindakan atas pasal

- tersebut tidak perlu

- dihukumdan perlu upaya
- dekriminilisasi® atas pasal
© tersebut.

- 8 https://www.hukumonline.

. com/berita/baca/hol19314/polisi-

. enggan-menindak-si-ahli-nujum/,

: “PolisiEnggan Menindak Si AhliNujum”
+ tanggal 25Mei2008.

.9 Menurut J.E. Sahetapy,

. Dekriminalisasi merupakan perbuatan
. ©untuk mengubah perbuatanyang
o7 Pasal 242 Ayat (1), Barangsiapa  *
¢ dalam hal-hal dimana Undang-Undang
- menentukan supaya memberi

. keterangan diatas sumpah atau

. mengadakan akibat hukum kepada

. keteranganyangdemikian, dengan

- sengajamemberiketerangan palsu di
. atassumpah, baik dengan lusinan atau
. tulisanm, olehnya sendirimaupun oleh

¢ kuasayayangkhusus ditunjuk untukiitu,
- diancam dengan pidana penjara paling
. lamatujuhtahun.

sebelumnya sebagai tindak pidana

. menjadi tidak dianggap sebagai

. tindak pidana. Lebih lanjut terdapat

: Dekriminaliasiterdapat dua, yang

. pertamadekriminalisasi tingkat

- legislatif yang berubah mengubah

. Undang-Undang yang mengatur

. tindak pidanatersebut, dan yangkedua
. adalah Dekriminalisasi tingkat praktik,
- Undang-Undang masih mengatur,

. nmaunmasyarakat sudah menganggap
. itubukansebagaitindak pidana lagi.

www.komisiyudisial.go.id



Pasal Santetdalam
RKUHP

Sebelum membahas pasal
. tidak sepenuhnyatepat.

- Sebagaimanarumusan
- pasaldiatas, RKUHP

- melakukan kriminalisasi
: terhadap penawaran

© untuk melakukan tindak
pidana menimbulkan
penyakit, kematian,

- penderitaan mental

- ataufisik seseorang

- dengan sarana kekuatan
- gaib. Kekuatangaib

- sebelumnya telah diatur
- dalam Pasal 546 dan Pasal
- 547 KUHP, sedangkan

- masyarakatindonesia

- percayaakanadanya

- kekuatan gaib.

santet dalam RKUHP,
perlu diketahuiterlebih
dahulurumusannya
dalam Pasal 293 RKUHP,
dengan bunyi;

Ayat (1), Setiap orang
yang menyatakan
dirinya mempunyai
kekuatan gaib,
memberitahukan,

memberikan harapan,

menawarkan atau
memberikan bantuan
jasa kepadaorang
lain bahwa karena
perbuatannya
dapat menimbulkan
penyakit, kematian,
penderitaan mental
atau fisik seseorang,
dipidanadengan
pidana penjara
paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana
denda paling banyak
kategorilV.

Ayat (2), Jika
pembuat tindak
pidana sebagaimana
dimaksud pada

ayat (1) melakukan
perbuatan tersebut
untuk mencari
keuntungan atau
menjadikan sebagai
mata pencaharian
atau kebiasaan, maka
pidananya dapat
ditambah dengan1/3
(satu pertiga).

www.komisiyudisial.go.id

- Istilah “Pasal santet”
- merupakan terminologi
- yangdigunakan oleh

media yang sebenarnya

* Secara historis, Kerajaan
Majapahit mengatur
mengenai perbuatan

- “tenung”sebagai tatayi
- ataukejahatan berat

- denganancaman pidana
- mati. Fakta sosial bahwa
- kekuatan gaib tidak

- hanyamelembaga

- (institusionalized) akan
- tetapitelah mendarah

- daging (internalized).

© Kekuatan gaib sendiri

- dipercaya telah

: dipraktikan oleh sebagian
: masyarakat di berbagai
daerah diPulau Sumatera,
- Jawa, Kalimantan,

- Sulawesi, Bali,Nusa

- Tenggara, Maluku, dan

- Papua.

- Telah ada penelitian
- ilmiah mengenai sihir

- atautenungdilndonesia
- sepertiG.J.Held dengan
* judul “Magie Hekserij

- en Toverij"tahun 1950

- yang membahas sihir

- dan suangidan penelitian
- Suparlan dalam buku

- “Javanese Dukun”tahun
1978 yang membahas
secara spesifik mengenai
- dukun.”Penyusunan

- RKUHP menganut

- konsep keseimbangan

- monodualistik,

- sehingga perumusan

- delik mengakomodir

- kepentingan individu baik
- pelaku atau korban dan

- kepentingan umum atau
" masyarakat.

Tuduhan terhadap
seseorang yangdianggap
- melakukan santet atau

- sebagaidukun santet

- pernah terjadi. Pada

- tahun 1998 - 1999, Komisi
- Untuk Orang Hilang

- danKorban Tindak

- Kekerasan (KONTRAS)

- mendata setidaknya

: 155 orang menjadi

korban pembunuhandi
tujuh kota/kabupaten
ProvinsiJawa Timur
dengan modus tuduhan
bahwa korban adalah
dukun santet."Beban
pembuktian pasal
tersebutadalah ada
tidaknya pernyataan dari
pelaku bahwa dirinya
memiliki kemampuan
untuk menyantet. Pasal

10 Ronny Nitibaskara, “Santet
Dalam Perkembangan Hukum Pidana
Indonesia” dalam diskusi publik “Pasal

Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP",

tanggal 2 April 2013.
1 Ibid.

PERSPEKTIF

- 293 RKUHP merupakan

- delik bersifat formil bukan
- bersifat pembuktian

- materiil tanpa syarat

- pembuktian akibat

© dari perbuatan santet
benar-benar terjadi.

Olehkarenaitu, Pasal 293
- masuk kedalam BABV

- mengenai Tindak Pidana
- Terhadap Ketertiban

- Umum Bagian Kedua

- mengenai Penghasutan

- danPenawaran Untuk

- Melakukan Tindak Pidana,
© tepatnyadalam Paragraf
2 mengenai Penawaran

© untuk melakukan Tindak
Pidana. Pada hakikatnya

- pemidanaan terhadap

- delikinibukan perbuatan
- penganiayaan atau

- pembunuhandengan

kekuatan gaib atau santet,
melainkan perbuatan
yang mengganggu
ketertiban umum.

Tujuan perumusan Pasal
293 RKUHP terdapat
dalam Penjelasan Pasal
293 RKUHP, sebagai
berikut, “ketentuan dalam
Pasalinidimaksudkan
untuk mengatasi
keresahan masyarakat
yangditimbulkan oleh
praktik ilmu hitam (black
magic), yang secara
hukum menimbulkan
kesulitan dalam
pembuktiannya.

Ketentuan dalam pasalini
dimaksudkan juga untuk
mencegah secaradini
dan mengakhiri praktik

OKTOBER K Yi
DESENDRTOBER OMISI XYUDISIAL



PERSPEKTIF

main hakim sendiriyang
dilakukan oleh warga
masyarakat terhadap
seseorangyangdituduh
sebagaidukun teluh
(santet).”

Perumusan Pasal 293
RKUHP diharapkan dapat
mencegah penipuan
terhadap masyarakat
yangdilakukanoleh
orangyang mengaku
memiliki kekuatan

gaib (dukunsantet).
Pasal tersebutjuga
langkah preventif agar
masyarakat tidak mencari
seseorang yang mengaku
memilliki kekuatan

gaib. Dari perspektif
lainjuga mencegah

agar masyarakat untuk
tidak main hakim sendiri
(eigenrighting) terhadap
orangyangdiduga
memiliki kekuatan gaib.

Kekhawatiran masyarakat
terkait dengan

beban pembuktian
materiil dalam Pasal
293 RKUHP, karena
tidak membutuhkan
adanya syarat sebab
akibat seseorangyang
menawarkan jasa

santet benar-benar
memiliki kemampuan
gaib atau santet. Cukup
membuktikan bahwa
pelaku menawarkanjasa
santet.

Kekhawatiran AriFahrial
Syam, mengenaiadanya
salah menuduh orang
yang diduga melakukan

EDISI
AN Komisi YUDISIAL
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- santet sebenarnya

- merupakan salah satu
- dasar pelaksanaan

- pembuktian dalam

- persidangan.

: Seseorangakan
dibebaskandarituntutan
- apabilamemang tidak

- terbuktimelakukan

- perbuatanyang

- disangkakan.

- Sedangkanyang

- disampaikan Psikiater

© Andrimengenai pelaku

: yang mengalami
gangguan jiwa dituduh

© dengan Pasal 293 RKUHP
. tidak tepat untuk dijatuhi

pidana penjara apabila
terbukti.

Penanganan kejiwaan
pelaku tindak

pidana merupakan
tanggungjawab dari
penegak hukum dalam
sistem peradilan pidana
yaitu Penyidik, Jaksa
Penuntut Umum, Hakim,

- serta Advokatyang
© mendampingi pelaku.

Setiap pelaku yang
- disangkakandalam proses
- pemidanaan secarailmu
- hukum pidanamemang
- harusdiujiterlebih

- dahulu kemampuan

- pertanggungjawaban

- pidananya, ketika dinilai
- bahwa pelaku secara

- individu memiliki

- gangguan kejiwaan dan
- telahdiuji secaraklinis,

© makaterdapat ketentuan
pelaku tersebut dapat

- dilakukan penanganan

- berupa perawatan

- medis. RKUHP mengatur
© mengenaikemampuan

: bertangungjawab, berikut: -
: - rumah sakitjiwa.
Pasal 40,"setiap orang

- yang pada waktu

- melakukan tindak

- pidanamenderita

- gangguanjiwa, penyakit
- jiwaatauretardasi

- mental, tidak dapat

- dipertanggungjawabkan
- dandijatuhipidana,

- tetapidapat dikenakan

- tindakan.”

© Pasal 41,"setiap orang
. yangpada waktu

melakukan tindak

pidana kurang dapat

- dipertanggungjawabkan
- karenamenderita

© gangguan jiwa, penyakit
- jiwaatauretardasi

- mental, pidananya dapat
- dikurangiatau dikenakan
- tindakan.”

- Sedangkan dalam Pasal
- 40 RKUHP tindakan yang
- dapat dilakukan terhadap

: “Perumusan pasal santet atau Pasal
293 RKUHP sebagaimana dibahas

. diatas bertujuan untuk melindungi
masyarakat dari penipuan oleh
pelaku yang mengaku memiliki

: kekuatan gaib dan melindungi orang
yang diduga memiliki kekuatan gaib
: dari perbuatan main hakim sendiri. ”

- pelakuyang mengalami
© gangguanjiwadiatur

- dalamPasal 119 Ayat (1)
- huruf bRKUHP dengan

memberikan terapidi

- Perumusan pasal santet
- atauPasal 293 RKUHP

- sebagaimanadibahas

- diatas bertujuan untuk

© melindungi masyarakat
daripenipuan oleh pelaku
yang mengaku memiliki
kekuatan gaibdan
melindungiorang yang

- didugamemiliki kekuatan
- gaibdariperbuatan main
- hakim sendiri.

Kebutuhan perumusan
- Pasal 293 RKUHP
" kembali lagi kekebutuhan

masyarakat, tapi
seyogianya ketika
rumusan tersebut telah
dicantumkan dalam
RKUHP dantelah

melalui pengujian klinis
keilmuan, maka sebaiknya
dipahamiterlebih dahulu
rumusannya sebelum
menolaknya.

www.komisiyudisial.go.id



Inovasi KY
untuk Pelayanan

Publik




LIPUTAN

KHUSUS

Sepanjang 2019, Komisi Yudisial (KY) telah banyak melakukan

kegiatan dan inovasi untuk mencapaitarget kinerjadan

peningkatan pelayanan kepada publik. Redaksi Majalah Komisi

Yudisial merangkumnya khusus untuk Anda.

ebagailembaga
negarayang
dibentuk amanat

reformasi peradilan,
Komisi Yudisial

(KY) berkomitmen
untuk mewujudkan
peradilan bersih dengan
memberikan pelayanan
publik terbaik.

“KY mendorong
terwujudnya peradilan
yang memberikan
kenyamanandan
kepercayaan bagipara
pencarikeadilan. Halitu
membutuhkan energi
yang kuat. Oleh karenaitu,
KY harus meningkatkan
produktivitas dengan
memberikan suatu
pelayanan yang baik
dan meningkatkan
profesionalisme,” urai

Jaja Ahmad Jayus saat
memberikan sambutan

KY ke-14, Selasa (13/8) di
AuditoriumKY, Jakarta.

Salah satu pelayanan
publik KY adalah
menerima laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH). Pada periode
Januari-November

EDISI
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- 2019,KY menerima
- sebanyak 1443 laporan
* masyarakat terkaitdugaan -
- pelanggaran KEPPH dan
- 847 surat tembusan.

Kebanyakan pelapor
menyampaikan
laporannya melaluijasa
- pengiriman surat (pos),
- yaitu84Tlaporan, serta
- pelapor yangdatang

- secaralangsungke

- kantor KY (265 laporan),
- pelaporanonline

- melaluiwww.pelaporan.
- komisiyudisial.go.id (256
laporan), sertainformasi
© (81laporan).

Adapun10 provinsiyang
terbanyak menyampaikan
- laporan terakitdugaan

- pelanggaran KEPPH,

- yaitu DKl Jakarta (302
Ketua Komisi Yudisial (KY) : laporan), Jawa Timur (177
- laporan), Sumatera Utara
- (124 laporan), Jawa Barat
memperingatiulang tahun -
- (114 laporan), Sulawesi

- Selatan (52 laporan), Riau
* (51laporan), Sumatera

© Selatan (47 laporan),
Banten (41laporan),

- dan SulawesiUtara (37

- laporan).Namun, laporan
- yangmasuk harusmelalui :
- verifikasikelengkapan

. persyaratan administrasi

(118 laporan), Jawa Tengah

- dan substansiagar dapat
- diregistrasi. Di periode

itu, KY menyatakan ada

- 213 laporan masyarakat
- yangdapat dinyatakan
© memenuhi persyaratan
untuk diregistrasi.

Setelah melaluirangkaian
- hasilpemeriksaan

- dandiputuskandalam

- SidangPleno periode

- Januari-November

- 2019 oleh AnggotaKY,

- maka diputuskan sanksi
- terhadap 125 hakim

- yangdinyatakan terbukti
- melanggar Kode Etik dan
- Pedoman Perilaku Hakim
. (KEPPH).

PeranKY di Tahun
. Politik

- Padapelaksanaan

- Pemilihan Umum

- (Pemilu) 2019 kemarin,
- KYjugamemegang

- andil penting. KY secara
* resmimembentuk Desk
© Pemilu sebagai satuan
© tugas dalam menangani
perkara pemiludi

- persidangan. Sebagai

- langkahawal,KY

- menandatangani

nota kesepahaman

- atau Memorandum of
. Understanding (MoU)

- BadanPengawas
- Pemilihan Umum
- (Bawaslu).

- KY melakukan
pemantauan persidangan
perkara pemilu di
pengadilan, pengawasan
hakim yang menangani
- perkarapemilu, serta

- mengambil langkah

- advokasiterhadap

- hakimyangdirendahkan
- keluhuran martabatnya
- selamamenjalankan

- tugasnyadalam

© menanganiperkara

- pemilu.

“Halini merupakan wujud
© komitmenKY dalam
mendorong terwujudnya
- Pemilu 2019 yang bersih
- danadil,”kataKetuaKY

- JajaAhmad Jayus, Senin
- (18/3) di AuditoriumKY,
- Jakarta.

- Hal senada disampaikan
- Ketua Bidang Sumber

- DayaManusia, Advokasi
* Hukum, Penelitian dan
: PengembanganKY
Sumartoyo mengatakan
- advokasihakimialah

- melindungi hakimyang
- merasaterganggudan
- terancam baik didalam
. tugas maupundiluar

www.komisiyudisial.go.id



"advokasi hakim ialah melindungi

hakim yang merasa terganggu

danterancam baik didalam tugas

maupundiluar tugas. Artinya,

dilakukan terhadap perbuatanyang §&:

merendahkan kehormatan dan r

keluhuran martabat hakim ."

tugas. Artinya, dilakukan
terhadap perbuatanyang
merendahkan kehormatan
dankeluhuran martabat
hakim. “Selama pemilu
tahun 2019 pun, komisi
yudisial melakukan
advokasihakimdidalam
persidangan maupun
diluar persidangan kepada
hakim yang menangani
sengketa pemilu,” kata
Sumartoyo.

Sementara terkait
pemantaan persidangan,
KY telah melakukan

24 pemantauan
persidangan Pemilu 2019
dibeberapa provinsi,
seperti Jawa Tengah,

DKl Jakarta, Bangka
Belitung, Kepulauan
Riau, Sumatera utara,
dan lainnya. Pemantauan
persidanganinidilakukan
karena perkara terkait

www.komisiyudisial.go.id

- dengan politik uang,

- menggunakan fasilitas

- negaradalamkampanye,
- kampanye ditempat

- ibadah, menyebabkan

- suara pemilih tidak

- bernilai. Kebanyakan

- kasus melibatkan calon

* legislatif, bahkan beberapa
: diantaranyaadalah kepala
© daerah dan calon legislatif
(caleg).

- KYPilihCHA

. danCalonHakim

- adhocpadaMA

. Berintegritasdan
. Berkualitas

- Ditahun 2019,KY juga

- kembalimembuka

- penerimaan calon hakim
- agung (CHA) dan calon

- hakim ad hoc pada

- Mahkamah Agung

: (MA) Tahun 2019 untuk
memenuhi permintaan

- Mahkamah Agung (MA)
- sebanyak sebelas orang
- hakimagungdan sembilan :
- orang hakim adhoc pada
© MA.

“MA membutuhkan

- sebelas orang hakim

© agungdengan rincian,
yaitu empat orang untuk
kamar Perdata, tiga orang
© untuk kamar Pidana, dua
orang untuk kamar Militer
- menggantikan, satu orang
- untuk kamar Agama, serta
- satuoranguntuk kamar

- TataUsahaNegara (TUN)
- dengankeahlian khusus

- pajak,” uraiKetua Bidang
- RekrutmenHakimKY

- Aidul Fitriciada Azhari.

- Sementarakebutuhan

- untuk hakim ad hoc pada
- MAberjumlah sembilan
- orang. Aidul memperinci,
yaitu tigahakimad

DESEMBER 2019
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B Sumartoyo

Ketua Bidang SDM, Hukum,
Advokasidan Litbang

- hoc Tindak Pidana Korupsi
- padaMAdanenam

hakim ad hoc Hubungan

- Industrial pada MA. Untuk
- hakim ad hoc Hubungan

- Industrial pada MA berasal
- dariunsur Asosiasi

- Pengusahalndonesia

- (APINDO) sebanyak

© tigaorangdan Serikat

© Pekerja/Serikat Buruh
berjumlahtiga orang.

Setelah melewati

- serangkaian tahapan

- yangdimulaidariseleksi
- administrasi, kualitas,

- kepribadiandan kesehatan
- termasukrekamjejak,

- dan wawancara akhir,

- selanjutnya mengusulkan
- enam calon hakim agung
- (CHA) danempatcalon

- hakimadhoc pada

- Mahkamah Agung

- (MA) untuk dimintakan
persetujuan kepada DPR

ED
orroer | KoMISIYUDISIAL




LIPUTAN

KHUSUS

“Sesuai komitmen KY untuk

mendekatkan diri kepada

publik, KY meluncurkan Call
Center KY 187. Melalui call

Denpasar) dan Rahmi
Mulyati (PaniteraMuda
PerdataKhusus pada MA)
untuk kamar Perdata, H.
Busra (Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Kupang)
untuk kamar Agama,
Brigjen TNISugeng
Sutrisno (Hakim Militer

- Sementaracalon

- hakimad hoc Hubungan
- Industrial pada MA,

- yaitu: Willy Farianto

- (advokat) dariunsur

- Apindodan Sugianto

* (Hakim ad hoc PHI pada

PN Semarang dariunsur
: Serikat Pekerja/Serikat

center KY 187, masyarakat Utama Dilmiltama) untuk Buruh.
. kamar Militer, dan Sartono -
dapat menyampalkan (WakilKetualllPengadilan : “TentunyaKY berharap,

keluhan atau masukan untuk

perbaikan dan peningkatan

kualitas pelayanan publik

Komisi Yudisial”

untuk ditetapkan sebagai
hakim agung dan hakim
adhocpadaMAoleh
Presiden, Kamis (28/11)
diRuangRapat Pimpinan
DPRRI, Gedung Nusantara
I, Jakarta.

- Keenam CHA tersebut

- adalah: Soesilo (Hakim

- TinggidiPengadilan

- TinggiBanjarmasin)

- untuk kamar Pidana, Dwi
- Sugiarto (Hakim Tinggi
* diPengadilan Tinggi

Pajak bidang Pembinaan
danPengawasan Kinerja
Hakim) untuk kamar Tata
UsahaNegara, khusus
Pajak.

Para calonhakimad
hoc Tipikor pada MA
yang diusulkan tersebut,

yaitu: Agus Yuniato

* (hakim ad hoc Tipikor
Tingkat Pertama pada
PN Surabaya) dan Ansori
(hakim ad hoc Tipikor
Tingkat Banding pada PT
" Sulawesi Tengah).

"MA membutuhkan sebelas orang

hakim agung dengan rincian, yaitu

empat orang untuk kamar Perdata,

- DPRRImelalui Komisilll
- DPRRIdapat menyetujui
- calon hakimagungdan

- calon hakimad hoc pada
- MAuntuk selanjutnya

- ditetapkan oleh Presiden.
KY telah mengembangkan
danmembangun Model
- dan Standar Kompetensi
- Hakim Agung sesuai

- dengan langkah-langkah
- ilmiah yang memadai,’

- ujar KetuaKY JajaAhmad
- Jayus saat penyerahkan
- namaCHA dancalon

- hakimadhoc pada MA.

tiga orang untuk kamar Pidana,
dua orang untuk kamar Militer

menggantikan, satu orangT,mtuk

kamar Agama, serta satu orang untuk

\ . | AidulFitriciada Azhari
Ketua Bidang Rekrutmen

kamar Tata Usaha Negara (TUN)" SSZSS S8
Y ’ ..H i . Hakim
= Y& ) ﬁ

O MAJALAH KOMISI YUDIS

EDISI
OKTOBER

www.komisiyudisial.go.id
DESEMBER 2019

Konmisi YupisiAL




Menurut Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim KY
Aidul Fitriciada Azhari,
KY melakukan validasi
kamus kompetensi
dengan melibatkan hakim
agung, sehingga tersusun
kamus kompetensiyang
lebih operasional, yaitu
memadatkandari7
kelompok kompetensi
menjadi 4 kelompok
kompetensidandari28
kompetensimenjadi

12 kompetensi. Rumah
kompetensihakimagung
inidiharapkan dapat
menghasilkan pilihan
calon hakim agung terbaik
yang sesuaidengan
kebutuhan MA dan sistem
peradilan Indonesia.

InovasiBerbasis
TeknologiInformasi

SesuaikomitmenKY
untuk mendekatkan

www.komisiyudisial.go.id

Selainitu, salah
- satubentuklayanan

- dirikepada publik,KY
- meluncurkan Call Center
- KY187.Melalui call center
- KY 187, masyarakat

- dapat menyampaikan

- keluhan ataumasukan

© untuk perbaikan dan

: peningkatan kualitas
pelayanan publik Komisi
Yudisial. Adapun

- layananyang

- disediakanmelalui
- CallCenterKY 187
- diantaranyaadalah
- Pelaporandan

- Pemantauan,

- Rekrutmen

- Hakim Agung,

- Advokasidan

- PKH, Pelayanan

* Informasi Publik,

© Pelayanan

© Umum, serta

© Perencanaandan
KepatuhanInternal.

LIPUTAN
KHUSUS

Momentum saat penyerahan nama - nama calon Hakim
Agung dan Hakim Ad hoc diDPR.

- informasikepada
* masyarakatadalahmelalui -
- website Komisi Yudisial.
- Ditahunini, website KY
- masuk dalam nominasi
* tigaterbaik untuk kategori
- Kementerian/Lembaga
- dalam Anugerah Media
: Humas 2019.

Untuk

“Untuk mempermudah
masyarakat mengakses

- informasi, KY
- melakukan transformasi
: denganmelakukan

pengembangan

mobile app berbasis
- android. Aplikasiini

juga mempermudah

mempermudah
masyarakat mengakses
informasi, KY melakukan
transformasi dengan

melakukan pengembangan

mobile app berbasis
android

OKTOBER
DESEMBER 2019
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Tubagus Rismunandar Ruhijat
Sekretaris Jenderal KY

masyarakat agar tetap
update terkait aktivitas
daninformasiyang :
disampaikan KY," ungkap
Sekretaris JenderalKY
Tubagus Rismunandar
Ruhijat.

Menurutnya, dengan

fitur yanguser friendly
beberapalayanandan
informasiyangbisa
diakses diantaranya
menampilkaninformasi
terkini melalui slide show,
beritadaninformasiKY  :
yang dilengkapi fitur
pencarian serta tersedia
link media sosial KY.
Didalam KY Mobileini
jugamenyediakanpush
notification yang semakin :
mendekatkan pengguna
denganpemberitahuan -
danupdate terkinidariKY. :

Selainitu,KYjuga
meluncurkan Karakterisasi:

Wit EDISI
E Konisi YUDISIAL | oxToser

e
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Putusan dalam bentuk
website yang bisa diakses
diwww.karakterisasi.
komisiyudisial.go.id
danaplikasiplay store
“Karakterisasi”. Dalam
aplikasikarakterisasi
putusanini, pengguna
dapat mencaridan
menemukan kaidah
hukum dariputusan
aslidisemuatingkatan
pengadilan yang menjadi
yurisprudensidan
putusan-putusan hakim

hukum yurisprudensi
tersebut. Selainitu,
aplikasiinidilengkapi
dengan anotasioleh para
pakar hukum terkait
perkembangan kaidah
hukum tersebut.

PrestasiKY

KY mempertahankan
prestasinyadalamacara

DESEMBER 2019

“Didalam KY Mobile inijuga

menyediakan push notification

yang semakin mendekatkan

penggunadengan

pemberitahuan dan update

terkinidari KY."

: Penyerahan Laporan

© Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga
© Tahun 2018 pada
Auditoriat Utama

- Keuangan Negaralll,

- Jakarta, Senin (17/06)

- diGedung BPK.KY

- berhasilmemperoleh

- status Wajar Tanpa

- Pengecualian (WTP)

- dariBadan Pemeriksaan
- Keuangan (BPK) atas

- Laporan Keuangan 2018.
lain yang mengikuti kaidah :
© 13tahun berturut-turut
berhasilmempertahankan
© status WTP.KY juga :
menjadi salah satu dari
tujuh Kementerian/

- Lembagadengan tindak
- lanjut tertinggiatas

- rekomendasidanlaporan
© BPK.

ltuartinya, KY selama

- KY kembalimemperoleh
- predikat Menuju Informatif

: dalam Penganugerah

- Keterbukaan Informasi

- Badan Publik Tahun 2019
- oleh Komisi Informasi

© Pusat (KIP) dilstana Wakil
Presiden, Jakarta, Kamis
- (21/1).

- Penyerahan

- penganugerahanditerima
- oleh Sekretaris Jenderal

- KY Tubagus Rismunandar
- Ruhijat yang disampaikan
- oleh Ketua Komisi

- Informasi Pusat Gede

- Narayana dan disaksikan
© oleh Wakil Presiden RIK.H.

Ma'ruf Amin.

Penghubung KY Wilayah
- Kalimantan Barat meraih
- predikat badan publik

- informatif peringkat 3

- kategoriLembaganon

- struktural oleh Komisi

- Informasi Provinsi

- Kalimantan Barat, Kamis

(5/12) di Pontianak.®

www.komisiyudisial.go.id
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POTRET

PENGADILAN

KuatkanKinerja
denganE-Court

ejak terbitnya
Peraturan
Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 3
Tahun 2018, tentang
Administrasi Perkara
diPengadilan Secara
Elektronik, menjadi
landasan hukum
penyelenggaraan
administrasi perkara
secara elektronik untuk
mendukung tertib
administrasiyang
professional, transparan,
akuntabel, efektif, efisien

dan moderndiPengadilan.
. kitasudah sosialisasikan

sejak tahun 2018 dengan
menghadirkan PERADI,
- KAI,dan pihak-pihak dari
- unsur pemerintahan,

- sertamenyiapkan sarana
- penunjang E-Court

- sepertiBanner dan

Halinijugalahalasan
dariPengadilan Agama
(PA) Cirebonuntuk
menguatkan layanan
kepada publik dengan
model elektronik yaitu
dengan aplikasi E-Court.

Menurut Ketua Pengadilan
- Pengadilan Agama

Agama Cirebon, H.

Konmisi YupisiAL

EDISI
OKTOBER
DESEMBER 2019

- Mohamad Moenawar
- Subkhi, E-Court di

- lingkungan Pengadilannya -
- telah dijalankan sejak
- tanggal 04 Desember
© 2018 padaacarasosialisasi :
E-Courtkepada para
advokat diwilayah kota
Cirebon. Meski demikian,
- proses pelaksanaan

- E-Court padaPengadilan
- Agama Cirebon, masih

- belummemenuhitarget
- yangdiharapkan.

- “Sejak dijalankannya
- E-CourtdiPengadilanini,
- masih sedikit yang mau

menggunakan, padahal

Konten pada Website

- Cirebon.Penggunaan
- sarana E-Court itu sendiri

tidak terlepas dariperan

* sertapara Advokat/
Pengacaraitu sendiri,

apakah berkeinginan

© untuk berperkara dengan
menggunakan E-Court
atau tidak, meskipun

- demikiankita selalu

- mengajak Advokat/

- Pengacaramenggunakan
- E-Courtdalamsetiap

- kesempatan.”Ungkap

- Moenawar ketika ditemui
- diruangkerjanya.

Profil PA Cirebon

E-Court padaawal
lahirnya adalah

- merupakan halbaru

- darisebuah proses

- berperkaradiPengadilan
- yangtentunyamasih

- harus dipelajarioleh

- pengguna khususnya

- Advokat/Pengacara.

. Ecourtdinilaimasih

Pelayanan terpadu
satu pintu PA cirebon

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

- belum familiar, sehingga
- Advokat/Pengacara

- sulitberadaptasidengan
- polakerjalamayang

- masih mengharuskan

- pendaftaran dan proses
- persidangan dilakukan

: dengan datanglangsung
ke Pengadilan, lalu

- tiba-tiba proses tersebut
- dapatdilakukansecara

- elektronik, halinimenurut
- Moenawar perluterus

- disempurnakan sarana

- dan prasarana penunjang
- E-Court.

- "Pengadilan Agama

© Cirebon saatiniterus
berupaya melakukan

© penyempurnaan
infrastruktur teknologi

- informasi bagi pengguna
- E-CourtdiPengadilan,

- dengan menyiapkan ruang
- pelayananinformasi

- mengenai E-Courtdi

- ruang Pelayanan Terpadu
: SatuPintu (PTSP) Kami

juga telah menyediakan
sarana komputer

dan menempatkan
petugasinformasiyang
memberikan penjelasan
kepada paraPara
Advokat/Pengacara
supaya memanfaatkan
aplikasi E-Court untuk
mendaftarkan perkaranya
seperti Gugatandan
Permohonan” Ujar
Moenawar.

Menurut Sekretaris
Pengadilan Agama
Cirebon, H. Agus Salim,
Pengadilan Agama
Cirebon telah memiliki

www.komisiyudisial.go.id



kesiapan untuk beralih
ke E-Court. Kesiapanini
tidak hanyaterletak pada
infrastruktur dibidang
teknologiinformasinya
saja, tapijugakesiapan
dibidang sumber daya
manusia yang menjadi
petugas khusus E-Court
untuk mengoperasikan
aplikasitersebut.

E-Court merupakan
inovasi Mahkamah Agung
untuk menguatkan
kinerja seluruh Lembaga
Peradilan pada Pengadilan
Tingkat Pertama dibawah
Pengadilan Tingkat
Banding. Dalam Surat
Edaran Dirjen Badilum
Nomor 4 Tahun 2019,
tentang Kewajiban
Pendaftaran Perkara
Perdata Melalui E-Court,
meskipun Surat Edaran
Dirjen Badilumini tidak
ditujukanlangsung

www.komisiyudisial.go.id

- kepadaruanglingkup

- Peradilan Agama, namun
- demikian Pengadilan

- Agama Cirebon tetap

- berupayauntuk

© menyesuaikan instruksi
yang terkandung pada
Surat Edaran tersebut.

© “Sejak PERMANo. 3

- Tahun 2018 diperbaharui
- olehPERMANo.1Tahun
- 2019, saatinidalam

- melakukan pendaftaran
- perkara secara elektronik
- tidak hanya dapat

- dilakukan oleh Advokat/
- Pengacara saja tetapi
juga bisa dilakukan oleh
pengguna lainnya yaitu
JaksaPengacaraNegara,
- Biro Hukum Pemerintah/
- TNI/POLRI, Kejaksaan

- RI,Direksi/Pengurus

- atau karyawan yang

- ditunjuk badan hukum

- (in-house lawyer), kuasa
- insidentil yang ditentukan

"E-Courtmerupakaninovasi

- undang-undang,dan

- jugaterdapatlayanan

- persidangan secara

- elektronik dalam bentuk
- E-Litigasi.

Untuk mengakomodir
kebutuhan E-Litigasi
ini, Pengadilan

- Agama Cirebon telah

- menyiapkansaranadan
- prasarana, baik darisisi
- Server, fasilitas ruang

- Teleconference, Pojok
- E-Courthingga sumber
- dayamanusianya,” Jelas
- Sekretaris Pengadilan

- Agama Cirebon, H. Agus
© Salim saat ditemui oleh
Tim Redaksi.

E-Litigasiadalah salah
- satufitur terbarudalam
- aplikasi E-Court yang

- merupakan sarana

- persidangan secara

- elektronik melalui media
- teleconference yangdapat :

OKTOBER
DESEMBER 2019

- digunakan oleh pengguna
- pengadilan baik hakim

* maupun pihak-pihak

- yangberperkara,

- sehingga memungkinkan
- melaksanakan sidang

© secaraonline.

Fitur inimenurut Agus

- Salim sangat bermanfaat
- bagiparapengguna, baik
- daripihak Pengadilan

- Agama Cirebon ataupun
- parapencarikeadilanyang
- menggunakan E-Litigasi
- dalam proses beracara.
Namun demikian para

- pihak harus memenuhi
saranayang memadai

- untuk melaksanakan

. E-Litigasiini.

“Saranadan prasarana

- dariPengadilan Agama

- Cirebon untuk mendukung
- E-Litigasidalam aplikasi
- E-Court sudah cukup

memadai, namun jika kita

EDISI
Komist YupIsiaL




bicara fitur E-Litigasi,
kita harus memastikan
terlebih dahulu bahwa
kedua belah pihak mampu
memenuhi standar
spesifikasi perangkat
danjaringan selular
yang digunakan, serta
pemahaman T tentang
caramenggunakan fitur
ini.” Jelas Agus.

Proyeksikan 30%
PenggunaE-Court
2020

Perkara yang masuk
padaPengadilan Agama
Cirebon sampaidengan 10
Desember 2019 sejumlah
1049 perkara. Pada
umumnya perkara yang
masuk di Pengadilanini
didominasioleh perkara
perceraian.

Agama Cirebon, H.

EDISI
Konmisi YupisiAL

OKTOBER
DESEMBER 2019

- Mohamad Moenawar

- Subkhi, latar belakang

- dariperkara perceraian

- yang terjadidiKota

- Cirebonkebanyakan

© yaitu perkaragugatan

- yangdiajukan oleh pihak
istriyang mayoritas
penyebabnyaadalah
faktor ekonomi, meskipun
ada faktor-faktor lain

- penyebab perceraian

- sepertiperselingkuhan

- danlain-lain. Adapunjika
- dilihat darilatar belakang
- profesinyakebanyakan

- pihak yang mendaftar di
- PACirebon adalah pekerja
- swasta, pedagang, dan

- buruh.

- “Biasalahyang terjadi

© diPengadilan Agama

: Cirebon, pada umumnya
juga terjadidiPengadilan
- Agamalain, kebanyakan
Menurut Ketua Pengadilan :
- yakasus perceraian

perkarayangada..

E- Ccﬁ’t maka akan muncul
. notifikasi di SIPP.”

- yangdiajukan oleh pihak
- istri,karenanafkahnya

- kurang, atau si suaminya
- kelamaan merantau

- diluar sana,danadajuga
- yangmenggugat karena
- perselingkuhan.”Kata

© Moenawar.

Disisilain banyaknya
- kasus Perdata Agama
- sepertiitu,mendorong
- Pengadilan Agama

- Cirebonuntuk

- lebihmenggiatkan

- implementasi E-Court.

- Halinimenurut Moenawar :
- sudah dimulai sejak

© tahun 2018 dengan

© caramenginformasikan

* langsung pada pencari

© keadilan (Advokat/
Pengacara), namun

- demikianadayang

- melaksanakan E-Court

- danadajugayanglebih

- nyamandengan caralama

- yaitudatanglangsungke
- Pengadilan.

- “Yamemang ada beberapa
- yangmasih kurangsreg

- dengan menggunakan

* layanan E-Courtini,
misalnyaalasannya
karena kurang familiar
menggunakannya,
tetapiadajugayangmau
- mencobanyadan sampai
- dengansaatiniadal0

- perkara perceraian yang

- diregistrasimenggunakan
- E-Court."Ucap Moenawar.

Beberapa kendala bagi

- pendaftar E-Court saat
- berhadapandengan

© petugas E-Court di

© Pengadilan Agama

: Cirebon yaitu masih

: merasa kurangnya
pemahaman terhadap
- TeknologiInformasi,

- danjugakurangnya

. pemahaman terhadap

www.komisiyudisial.go.id



hukum. Menurut Kepala
Sub Bagian Perencanaan,
Tl,dan Pelaporan
Pengadilan Agama
Cirebon, Hafies Yudha

Kusuma, pihak Pengadilan :

berupaya memberikan
pendampingan saat pihak
pendaftar melakukan
pendaftaran perkaranya
melalui E-Court.

“Masyarakat masih
tampak belum faham
saat meregistrasikan
perkaranya menggunakan
E-Court,dankendala
awalnya dikarenakan
mereka tidak memiliki
akun surat elektronik
(surel) dan akunrekening
Bank, nah biasanya

kalau sudah punyaakun
rekening Bank, tinggal
kitabantubuatkan surel
untuk mereka, dan secara
bertahap kita bantu apa

- yangmenjadikebutuhan
- merekauntuk melakukan
- pendaftaran E-Court.”

- Ungkap Hafies.

Hafies juga menjelaskan

© fitur-fitur dalam E-Court
seperti, E-Filing atau
pendaftaran perkara
secaraonlineyang

- terintegrasidengan Sistem :
- InformasiPenelusuran :
- Perkara(SIPP),E-Payment -
- atauPembayaran Panjar
- Perkara Onlineyang

- terkoneksidengan Pihak

. Bank, E-Summon atau

. pemanggilan pihak secara
. online sesuaidengan
domisili elektroniknya,
dan E-Litigasiatau model
persidangan secaraonline.

- "E-Courtterintegrasi
- denganaplikasi SIPP,
- apabilaadapendaftaran
- perkaramelaluiE-Court

- makaakan muncul

- notifikasidi SIPP, selain

- itujuga terkoneksidengan
- sistem pembayaran

- panjar pihak bank, jadi

- pihak dapat langsung

. membayar melalui

© internetbanking atau atm.
: Denganmemanfaatkan
E-Courtinidapat langsung

mendaftarkan perkaranya

. tanpaadanyakontak

langsung antara pihak

- pengadilandengan pihak
- yangberperkara.” Jelas
* Hafies.

. Pengadilan Agama

. Cirebon optimis di

: tahun 2020 berperkara
: melalui E-Court akan

: semakin diminatidan
dimanfaatkan oleh para
- pencarikeadilan, untuk

© itu Sekretaris Pengadilan
- Agama Cirebon, H. Agus
. Salim, beranimenargetkan :

POTRET

PENGADILAN

- minimal 30% dari total

- perkarayangmasukdi

- tahun 2020, diselesaikan
- melalui E-Court.

: “Jadijikanantiada

: pendaftar yang datang ke
fasilitas Pojok E-Court,
kita pastikan apakah
punya rekening Bank

- dankontak email (surel)

- terlebih dahulu, nah

- jika sudah memiliki

- keduanya, kemudian kita

- arahkan pendaftarannya
- menggunakan E-Court,

- dengan halinikita dapat

. proyeksikan ditahun

© 2020 setidaknya 30%
penanganan perkara dapat
diakomodir menggunakan
E-Court,sehingga

- perlahan tapipastikita

. bisamewujudkanslogan
- peradilanyangsederhana,
- cepatdanbiayaringan.”

Tandas Agus. i

Pojok E-Court PA Cirebon




"Drs.H. Mg
Ketua Pengadl anaga

DISIPLIN DAN GIGIH
DALAM BEKERJA

Lahir di 7egal, 18 Juli 1963, anak ke-7 dari 10 bersaudara ini semula tidak pernah
bercita-cita menjadi seorang Hakim, karena jika dilihat dari cita-cita semula
berkeinginan menjadi Jnsinyur Mesin, dengan background pendidikan saat
SMA mengambil jurusan Jimu Pasti Alam (PASPAL) yang sekarang berubah
menjadi JPA. Untuk mewujudkan cita-citanya kemudian setelah lulus mendaftar
di Universitas Gajah Mada (UGM), mujur tak dapat diraih yang pada akhirnya
atas kehendak orang tua masuklah ke Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo,
selama 2 tahun.
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eiringdengan
perjalanan hidupnya,
rupanya Takdir

berkehendak laindan
meneguhkan Moenawar
muda untuk menjalani
profesinya sebagaiseorang -
pengadil. Moenawar mulai
menapakikarir sebagai
Hakim berawal saat
diterima test Calon Hakim
AgamadiDepartemen
Agama pada Tahun 1992
danresmimenjadi CPNS
CalonHakim Agama tahun
1993 dan ditempatkandi
Pengadilan Agama (PA)
Tual, Maluku Tenggara.
Setelah 6 Tahunbersabar,
diKotaitujugaMoenawar
akhirnyadiangkat menjadi
Hakim pada Tahun1998,
yangjuga merupakan
tahun-tahun konflik
karena situasi politik yang
memanas kala itu.

- Ayahdari5oranganakdan
- yangmasihada4orang

- anakinimengaku barubisa
- bernafaslegasaatdirinya
- dimutasikePengadilan

- Agama Sukabumidi Tahun

2003, lalu dimutasikan

- lagike Pengadilan Agama
* Cianjur Tahun 2008,
Pengadilan Agama Sumber
Tahun 2012, Pengadilan
Agama Cimahi Tahun

- 2014 dantak lama diakhir
- tahunyangsamadiangkat
- menjadiwakil Ketuadi

- Pengadilan Agama Slawi,
- sekaligus menjadiKetuadi
- Pengadilan Agama Slawi
- pada Tahun 2016,dan

- akhirnyadi Tahun 2017

- diangkat menjadiKetua PA
- Cirebonhinggasaatini.

© Moenawar adalah anak
- dariseorangpedagang
. kainsarung, batik,dan

pernah pulaberdagang

Tepatdiawal Tahun 2000
Moenawar dimutasikan

ke Pengadilan Agama
Ambondimanadikota
tersebut merupakan

pusat konflik (wilayah
Maluku) kalaitu. “Melihat
orang matiditengahjalan
dengan tubuh hancur
berantakan, dankalau
malam harijaranguntuk
bisatidur dengan nyenyak,
kondisisepertiitu sudah
menjadikebiasaan

yang hampir setiap hari
dirasakannya, perasaan
selalu berkecamuk dalam
angannyaantarahidup dan
mati.” Kenang Moenawar,
ketikamenuturkan :
kisahnya pada Tim Redaksi. -

www.komisiyudisial.go.id

- meubelini,hidup dalam
- kesederhanaan,dan

- saratakan perjuangan

- dimasakecilnya. “Ayah

- sayamendidik saya

- dengankerjakerasnya

- satuhalyangsayaselalu
- ingat, ketika masa-masa
- SMA sayabutuhuang

- untuk sekedarjajan

- dankebutuhan lainnya,
: maka saya harus bekerja
membantu orang tua,
sepertimembuat tangan
- kursiataumengangkat
- danmenatameubel ke

- Truckyanghendak dikirim
- ketoko-tokodiluar kota
- Tegal, begitu cara Ayah
- mendidik agar anaknya

menjadisosok yang

- mandiri.” Tutur Moenawar,
- tampak terlihat matanya
- seolahmenerawang

- membayangkan kondisi

- dankenanganyang

- dialaminyadimasa

- laludengamatayang

- berkaca-kaca. Moenawar
* mudajugasempat

menijalani pekerjaan

sebagai Sales sebelum
* menjadiHakim, dan
justru profesiinilah yang
menuntun dia berjumpa
- denganbelahanjiwanya.

- "Sempat sayabekerja

- sebagaiSales Panciasal

- Indiabeberapabulan,

- karenakalaitusayabaru

- sajalulus S-1dilAIN Sunan
- Gunung DjatiBandung,

- karenalabel Sarjana

- dipundak, maka sayaharus
© berjuangdan pantang
untuk menganggur,
jadiprofesiapapun saat
itu saya gelutibahkan

- sebagai Sales saya sempat
- merambah kedaerah

- Majalengka, setelah kesana
- kesini,akhirnyasaya

- kenalandenganseorang

- wanitayangbekerjadiPT.
- Adcor Utama (rekanan

- Telkom),dan sempat pula
- bekerjabeberapabulan

- diperusahaanituyang

. ternyata saatinidialah

© yangmenjadiistrisaya.’
Tutur Moenawar.

Priajebolan S-2

- Universitas Suryakancana,
- Cianjur Jawa Baratinijuga
- selaludisiplindangigih

- dalammengejar sesuatu,
- dantidak neko-neko dalam

OKTOBER K Yi
DESENDRTOBER OMISI XYUDISIAL

- menjalani hidupnya. “Untuk
- menjalani aktifitasnya

- diPengadilan Agama

- Cirebon, selamainiuntuk

- setiap harisenin biasanya

- sayaberangkatjam

- 03.45menitdarirumah

- (Bandung) dandatang

- sekitar pukul 06.30 menit
- selalupalingawal,dan

© saat hariJumat pulang

* keBandungsayajuga

. berusahatidak lebih dulu

- dari pegawailain, saya tidak
inginmengurangijam kerja
- walaupun setengahjam

- atauTjamkarenadapat

- menjadipreseden buruk

- bagisaya selaku pemimpin
- disini.”Kata Moenawar.

- Sebagaiseorang Hakim
- Moenawar berpesan

- kepada para hakim agar
- dalammenangani perkara
gunakan selalu Hukum
Acarayangberlaku,jika
itu sudah diterapkan
makainsya Allah akan

- selamat, selainitudirinya
- Jugawanti-wantikepada
- seluruh pegawaiuntuk

- tidakmudahtergoda

- denganhal-halyang

- bersifat duniawi, karena
- jikatidak, maka bisa saja
- tergelincir nantinya.

- “Pegangselalu Hukum

- Acaradanhindari

- godaan-godaanyang

- bersifat duniawi, karena
hanya dengan kedua hal
itulah yangmembuat
kita selamat dantenang
- dalammenjalani profesi

- kita sebagaiHakim.”Ucap
- Moenawar mengakhiri

- perbincangan. i
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Memperkuat Komisi Yudisial
dalam Menjaga Integritas

Wakil Tuhan

Judul

:Memperkuat Komisi Yudisial dalam
Menjaga Integritas Wakil Tuhan

:Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

JumlahHalaman : +150him.

Penerbit :Setara Press, Malang

ELTT] : Cetakan pertama April 2017

ISBN :978-602-6344-74-8

Penulis

Menulis adalah kegiatan
menuangkan gagasan atau
pikiran ke dalam bentuk tulisan.
Tulisan yang dihasilkan beragam,
tergantung yang sering dibaca
penulis. Kunci utama dari menulis
ialah membaca. Dengan membaca
pengetahuan akan bertambah.
Semakin banyak buku atau artikel
yang dibaca, semakin banyak

ide atau gagasan yang muncul.

Ide adalah gagasan dasar untuk
sesuatu, dalam halini tulisan. Ide
berasal dari sensasi sensoris yang
terjadi pada pancainderakitayang
lima itu, penglihatan, penciuman,
pendengaran, perabaan, dan

rasa. Sintesa dari sensasi sensoris
tersebutlah yang melahirkan ide.

m s OKTOBER

agasanadalah
hasil pemikiran.
Jadisebuah

tulisan bukanlah hasil
angan-angan, meskipun
seorang penulis juga
tidak terlepas dari
angan, daya khayal, atau
imajinasi. Imajinasidi
sinimerupakan imajinasi
yang ditempa dalam
pikiran, dicerna dalam
otak, dan diteruskan
dalam bentuk tulisan.

Tulisan yang dimaksud
adalah tulisan yang

ditulisdenganrancangan,

dengan pemikiran, dan
dengan aturanyang
berlaku, tidak sebatas
angan saja (Nadeak,
1989:10).

Sebelum seorang
penulis menyampaikan
gagasannya, terlebih
dahulumerekaharus
menemukan ide atau
gagasan yang hendak
mereka sampaikan.

Suatuhalyang
mustahil bagi seorang
penulis untuk dapat

- menyampaikan gagasan
- tanpamemiliki sesuatu
- pununtuk dituangkan.

- Menuangkan gagasan
- melaluitulisan memang
© tidak mudah karena

* menulis bukan hanya

: menuangkan apa

yang diucapkan atau

© membahasatuliskan
bahasa lisan saja.

- Menulis merupakan

- kemampuan

- menggunakan pola-pola
- bahasasecaratertulis

- untuk mengungkapkan

- suatugagasan atau pesan
- (Rusyana, 1988:191).

- Artinya, gagasan

© yang ada pada penulis
disampaikan dengan
menggunakan
lambang-lambang

- bahasayangterpoladan
- melaluinya pembaca

- dapat memahamiapa

- yangdikomunikasikan
- penulis.

- Bukuiniberisi21gagasan
- yangdituangkan dalam
. tulisan, dariseorang Farid



Wajdi, selaku Anggota
Komisi Yudisial (KY),
yang dituangkan dalam
tulisan.

Ke-2Ttulisan tersebut
dibagi dalam tiga bagian,
yaknibagian pertama
mengenai memperkuat
peranKY, bagian kedua
mengenai menjaga
independensidan
akuntabilitas peradilan,
dan bagian ketiga tentang
merawat integritas Wakil
Tuhan.

Saat membaca bukuini,
kita sebagai pembaca
akan menemukan
keresahan seorang
Anggotalembaga
negaradenganarah
perkembangan lembaga
yang dipimpinnya.
Keresahan tersebut

www.komisiyudisial.go.id

- memunculkan gagasan
- akanbentukideal

- seharusnyalembaga

- penjagamarwah hakim ini
* mengarah.

- Tahun-tahun terakhir
- iniKY seakan tidak

* hentinya digoyang

- oleh kewenangan
yang tergerusoleh
lembaga negara yang
lain. Tekanan muncul
- dariberbagaisudut,

- bahkan padatataranide
- amendemen UUD 1945
© yangmempertanyakan
- kedudukanKY.

- Tapibukuinibukan berisi
- keluh kesah atau menjual
- asanegatif bagipembaca.
- Bukuinimenjadi

- semacam perlawanan

- kepada pihak yang

- meragukan pentingnya

- keberadaanKY dalam
- duniaperadilan.

- Pekerjaanrumah

* mengenai penegakan

- hukum sejak reformasi
- bergulir masih belum

- dapat diselesaikan oleh
aparat penegak hukum.

Tulisan dalam buku

- inimemberikan

- catatan-catatanbagi

- pembaca bahwakita

- masih belum baik-baik

- saja. Adabanyak

- permasalahan hukum

- yangmasih belum selesai,
- tidak hanya pada tatanan
- proses hukum, tapi sisi

- penegak hukumnyaitu

© sendiri, dalam halini

© hakim.

Bukuinimencoba

- mengajak pembaca

- seakansepertisedang

- berbincangdengan

- seorangkawan tentang

- gagasanakanKY. Tema

- tulisan terkesan acak, tapi
- sesungguhnya memiliki
- benangmerah, yakniakan :
- kebutuhan pentingnya :
* keberadaanKY.Karena
pentingnyaitu perlu
dilakukan penguatan
kewenangan.

- Penguataninibukan

- berartiakan melemahkan
- Mahkamah Agung

- (MA).Sudah bukan lagi
- masanyamembenturkan
- antarakepentinganKY

- dan MA. Pada faktanya,
permasalahanyang

- muncul di MA, berarti
- masalahjugabagiKY.

- Sebagaiseorangyang

* memang posisinya

- beradadalamKY,

© Farid Wajdimampu
memberikan pandangan
: dan wawasan yang

tepat untuk mengatasi

- semrawut masalah yang
- masihmengikat dalam

- hubungan kedua lembaga.
- Masalah harus ditemukan,
- solusiharus diberikan,

- tentu sajadengan basis

- ilmiah. Sebab gagasan

- yanghanya berdasarkan
* intuisi tidak akan

- bisamenyelesaikan
permasalahanyang

© bersumber dari peraturan
yang tertulis.

Buku yang berisigagasan
- sepertiinilah yang

- sebenarnyadibutuhkan

- saatini. Tidak sekadar

- mencarikesalahan,

* namun mencoba mencari
- sengkurat masalah yang
- menijerat, untuk dicari

obat penangkalnya.

Dengan semangat

- dari legislatif dan
pemerintahan yangbaru,
- makabuku-bukuiniyang
- berisigagasan sepertiini
- akansangat membantu
- dalam menentukanarah
- kebijakan penegakan

- hukumdan etika di

- Indonesia. karena sebuah
- mahakarya, lahir terlebih
- dahulu darisebuah
gagasan.[
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Aplikasi Karakterisasi

Putusan:

Kemudahan Bagi Semua Di Dunia
Hukum

Aida Mardatillah




b

\ Ketua Bidang Rekrutmen HakimAaidul Fitriciada Azhari
duduk bersama mantan Anggota KY periode 2005-2010
dan 2010-2015 saat acara diskusi eksaminasi putusan
dalam rangka peningkatan kapasitas hakim

Perilaku dan profesionalitas seorang

hakim dapat tercermin dari putusan yang

dihasilkannya. Namun, dari penelitian

yang pernah dilakukan Komisi Yudisial

mengungkap bahwa kebanyakan hakim

kurang memperkaya putusannya

dengan sumber hukum lainnya seperti

yurisprudensidan doktrin.

enelitian
karakterisasi
putusanyang

dilakukan Komisi Yudisial
(KY) pada 2009-2015
didapatkan bahwa
kebanyakan hakim
kurang memperkaya
putusannyadengan
sumber hukum lainnya

www.komisiyudisial.go.id

- sepertiyurisprudensidan
- doktrin.

- KY punmeluncurkan

- AplikasiKarakteristik

- Putusan beberapa waktu
- lalu. Tujuannya agar para
- pengaksesdapat mencari
- dasar argumentasiyang

- dibangun oleh para hakim,

- kaidah yurisprudensi,

- jugarelevansinyadengan
- teoriterbaruyang

- relevan. Artinya ada alat
- bantu, khususnya bagi

- parahakim untuk dapat

- memperoleh referensi

- secaramudah terkait.

- Karakterisasisedari

- awal diniatkan sebagai

DESEMBER 2019
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- sifatnya berkelanjutan,

- karena tidak sekali

© jadidan akan selalu

- disempurnakan. Karena,
- setiap tahunnya pasti

- akan selalu ada putusan

- hakim maka dariitu

© akanselalu diupgrade
karakteristik putusannya.
Aplikasiinipun gratis

KATAYUSTISIA

A

jembatan kritik, koreksi,
atau timbal balik lainnya
bagi dunia akademik
kepada praktik, begitu
pula sebaliknya.

Halini menjadibagian
penting agar tercipta
kebiasaan sehat dan
konstruktif dalam
menyampaikan masukan
bagi atmosfer dunia
hukum Indonesia.
Aplikasi Karakterisasi
Putusaninidapat diakses
diwww.karakterisasi.
komisiyudisial.go.id

dan aplikasiplay store
“Karakterisasi”.

AnggotaKY Aidul
Fitriciada Azhari
mengatakan, karakteristik
putusaninidibuat

untuk mempermudah
hakim dalam membaca
sebuah putusandengan
caramengelompokkan
indikator-indikator
penting (karakter).
Karena perilaku dan
profesionalisme seorang
hakim tercermin dari
putusan yangdibuatnya.

“Program aplikasi
karakteristik putusanini

EDISI
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dan bisa digunakan oleh
siapapun,” kata Aidul,
Rabu (18/12/2019).

Dalam aplikasi
putusanini, pengguna
dapat mencaridan
menemukan kaidah
hukum dariputusan
aslidisemuatingkatan
pengadilanyang
menjadiyurisprudensi
dan putusan-putusan
hakim lain yang
mengikutikaidah hukum

i EDISI
Konmisi YupisiAL
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- yurisprudensitersebut.
- Aplikasiinidilengkapi

- dengan anotasioleh para
- pakar hukum terkait

- perkembangan kaidah

- hukum.

Aidul mengatakan,

- aplikasiinimenjadi

- jembatanantaradunia
- praktik dandunia

- akademik dalam

- meciptakan diskusi

- maupundiskursus

* tentangisu hukum

- tertentu,dimanaada
- kepentingan publik di
- dalamnya.

- “Selainitu menjadi

: jembatan disparitas

© dalam mengakses
putusan, misalnya yang
- adadidaerahakses

- memperoleh putusannya
- tidak semudah yang di

- perkotaan. Sehingga,

* memberikan kemudahan
- bagipublik, tidak hanya
* hakim tapijugajaksa,

- polisi, pengacaradan
- jugamahasiswa hukum,”
- tuturnya.

- lamenjelaskan aplikasi
© karakteristik putusan
inijuga menyediakan
rujukan sebuah putusan
- pengadilan, misalnya

- berupaperbuatan

- melawan hukum (PMH)
- yang putusannya relatif
- sama. Maka, aparat

- penegak hukum di

- pengadilan seluruh

www.komisiyudisial.go.id



Focus Group Discussion (FGD) dengan
tema Kontributor Anotasi Program
Prioritas Nasional Karakterisasi Putusan
Berdasarkan Aplikasi

Indonesia mempunya
referensiyang sama.
Sebab, disediakanjuga
database yangutuh
dalam bentuk aplikasi
danjugaadanyaanotasi
putusanyang telah
dilakukan analisis oleh
para pakar hukum.

“Kita membuka peluang
bagi para ahlihukum
memberikan catatannya
dalam sebuah putusan
hakim atau disebut

www.komisiyudisial.go.id

- memberikan anotasi

- dalam pertimbangan

- hakim dalam putusannya
- yang ada di aplikasi

- karakteristik putusan,”

© ujarnya.

* Untuk melakukan
evaluasidanijuga
penyempurnaan

- aplikasikarakteristik

- putusanini, KY telah

- menyelenggarakan Focus
- Group Discussion (FGD)

- dengan tema Kontributor

KATAYUSTISIA

"Kitamembuka peluang bagi

para ahli hukum memberikan

catatannya dalam sebuah

putusan hakim atau disebut

memberikan anotasi dalam

pertimbangan hakim

dalam putusannyayang

ada diaplikasi karakteristik

putusan.”

- AnotasiProgram

- Prioritas Nasional

- Karakterisasi Putusan

- Berdasarkan Aplikasi,

- pada Jumat-Sabtu, 22-23
- November 2019 di Hotel
- Ibis Gading Serpong,

- Tangerang.

Hadir sebanyak 16

© orang pesertayang
merupakan perwakilan
dariuniversitas yang
menjadi mitra kontributor -
- ProgramKarakterisasi.

- Parapesertaselamadua
- haridibimbing dalam FGD
- bersamanarasumber

- yang terdiridaridosen

- FH Universitas Bina

- Nusantara Shidarta,

- dosendari FHUGM

© Zainal Arifin Mochtar,
dandosen FH Universitas
- Parahyangan Niken

- Savitri.

Dalam FGD inidilakukan

pembahasan mengenai

- apasajayagmenjadi

OKTOBER K Yi
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kendala dan apasajayang
perludisempurnakan
dalam aplikasi
karakteristik putusan.

Dari mulaimencari
putusan hakim yang
sama pertimbangan
hukumnya dan telah
digunakan oleh hakim
lainnya sehingga bisa
disebut yurisprudensi
hingga melakukan
analisis untuk anotasi
daripertimbangan hakim
dalam putusan tersebut.

Dosen FH Universitas
Bina Nusantara, Shidarta
mengatakan selama
inidalam putusan

hakim hanya mengutip
pasal-pasal, dan putusan

- itu tidak memberikan

- putusanyurisprudensi
- darihakim sebelumnya.
- Dan,jugaselamaini

- hakim yang mengutip

- yurisprudensi, hanya

* mengutip yurisprudensi
- yangitu-itu sajaserta
hanya ada dipengadilan
© yangitu-itu saja sehingga
tidak merata.

“Maka, dengan

- karakteristik putusan
- inimemudahkan bagi
- hakimuntuk mencari
- yurisprudensi,” kata
- Shidarta, Kamis

- (19/12/2019) saat

- dikonfirmasi.

- Sebab, kata dia, selama
- inikekurangan hakim

“Dijelaskan juga nantialasan _

putusan hakim yang masuk di

aplikasi karakteristik putusan

diikutioleh hakim berikutnya.

n
-

-—

“Maka, dengan aplikasi
karakteristik putusanini
hakim yang dicariasli
putusannyadan kaidah
yurisprudensinya dilacak
kembali dan dibuat anotasi.
Serta, tidak hanya dibaca
anotasinyatetapijugabisa
dilihat berapa banyak putusan
tersebut diikuti oleh putusan
hakim lainnya sehinggabisa

layak disebut yurisprudensi. ”

Shidarta
Dosen FH Universitas
BinaNusantara

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA
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yang membuat putusan
hanya berpatokan dalam
bunyiundang-undang
saja. Selainitu,

jika yurisprudensi
biasa, menurutnya,
jangan-jangan hakim
salah membaca
yurisprudensi, maka dari
itu diperlukan anotasi
putusan.

Disisilain, lanjutnya,
selamainihakim yang
mengutip putusan salah
mencantumkan nomor
dalam putusannya
sendiri, karena bisa jadi
hakim pun tidak membaca
isidariputusanyang
dikutipnya untukitu
diperlukannya anotasi
karakteristik putusan
hakim.

www.komisiyudisial.go.id

—
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- Shidartamengatakan
- selamainiMA pun

* mencetak putusan terpilih -
- atauyurisprudensi tetapi
- tidak ada hakim yang

* mengikuti putusan itu.

Maka, dengan aplikasi
karakteristik putusanini
- hakimyangdicariasli

- putusannyadankaidah

- yurisprudensinya dilacak
- kembalidan dibuat

- anotasi. Serta, tidak hanya :
- dibacaanotasinya tetapi
- jugabisadilihat berapa

- banyak putusan tersebut
- diikutioleh putusan

© hakim lainnya sehingga
* bisalayak disebut
yurisprudensi.

“Dijelaskanjuga nanti
" alasan putusan hakim

© yang masuk diaplikasi
- karakteristik putusan

dijadikan yurisprudensi

- dantelah diikutioleh
- hakim berikutnya.

© Semoga para hakim

- dilndonesiabisa
menggunakan aplikasi
- ini," kata dia.

- Putusanyangsaatiniada
- diaplikasikarakteristik
- putusan hakim, sebutnya,

saatinihanyamasih

- ada 60 putusanyang

- sudah dibuat anotasi

- pertimbangan hukumnya
- danjuga telah diikutioleh
- hakim lainnya.

“Tentunyajumlahiniakan
- terus meningkat karena

- aplikasikarakteristik

" putusan hakiminiakan

EDISI Vi
ey JTOBER Konisi YupisiAL
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Kepala Biro Pengawasan
Hakim Kemas A. Ronimenjadi
pembicara saat pelaksanaan
FGD Karakterisasi Putusan

- terus dikembangkan,”
- ujarnya.

- Dirinyaberharap

* nantinya perguruan

* tinggidan ahli hukum
dapat mengirimkan an

* membuat anotasi putusan
© hakim.

- “Lewat forum pelatihan
- kontributor anotasi

- ini, kamimeyakini

- kerjalembagatidak

- bisamenjadihanya

- tanggungjawabKY saja.
- Tetapi, gagasan untuk

© memperluas domain
dengan menggeser dari
© urusan negarayang
 diwakili birokrasi menjadi
- domain publik terus

- mengemuka,” ujarnya. il
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KAJIAN

FENOMENA

HAKIM SELINGKUH

Ikhsan Azhar
(Staf Komisi Yudisial)

Profesi Mulia
(Officium Nobile)

akim merupakan
profesiyang
mulia. Begitu

mulianya, profesiini
sering kali disematkan
panggilan “Wakil Tuhan”
didunia.lIstilahitu
disimbolkan kepada
hakim, karena hanya
hakimlah yang melalui
produk darihasil
pekerjaannya dapat
menghilangkan atau
mencabut kebebasan
orang, mengalihkan hak
kepemilikan barang dari
orangyangsatu ke orang

lain, hingga mencabut hak
oleh Sulistyowati

- Iriantidkk dalam buku

- Problematika Hakim

- dalam Ranah Hukum,

- Pengadilan, dan

- Masyarakat Dilndonesia:
- StudiSosio-Legal (2017:
)

hidup seseorang.

Penjelasan tersebut
membuat masyarakat
acapkalimenyimpan
harapan besar kepada
hakim agar menjaga
kenetralandan

o EDISI
Konmisi YupisiAL
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- imparsialitasnya ketika

- memutus perkara. Apabila
- dipersonifikasikan,

- layaknya manusia terpilih
yang disebut “kadi”.

Disampingitu, juga

- terkadangdigambarkan
- dalam sosok Dewi Themis
- dengan mata tertutup,

- yangingin menjelaskan
- sosok yang netral, tidak
- akan pernah menengok
- kekananatau ke kiriatau
- bermain matadengan

- salah satu pihak yang

© berperkara.

Kedua istilah merupakan

istilah yang digunakan

FenomenaHakim
. Selingkuh

Penggambarandiatas
- memperlihatkan bahwa
- siapapunorangyang
- menjadihakim, tentu :
- masyarakat menginginkan :
- orangitumenjadisosok
- yangadil seperti Dewi
- Themis, dan bebas dari
- persoalan-persoalan lain.

- Namun, selain putusan
hakim masih sering
menjadi objek diskursus,
baik itu warung kopi,

- maupundiskusiilmiah

- oleh paraakademisi,

- praktisi, maupunkalangan :
- pemerhatiperadilan,

- tingkah laku “oknum”

- hakimyangmencoreng

- institusiperadilan, seperti
- perselingkuhan.

© Padatahun 2013 dan
© 2014,ada9 orang

- hakimyang diputus

- terbukti melanggar

- Kode Etik dan Pedoman
- Perilaku Hakim (KEPPH)
- karenamelakukan
perselingkuhan.

Jumlahiniterbilang

- cukuptinggidibanding

- tahun-tahun sebelumnya.
- Padatahun 2011dan 2012
- hanyadua orang hakim

- yang terbukti melakukan
- perselingkuhan.

DugaanPenyebab

Apa penyebab terjadinya
- fenomenatersebut?

Menurut penulis yang

- disarikan dariberbagai

- literatur dan pemberitaan,
- terdapat 3 (tiga) penyebab
- hakim melakukan

- perselingkuhan.

- Pertamga adalah

- kesepian, karenajauh

- darikeluarga. Dalam

www.komisiyudisial.go.id



berbagai pemberitaan
ditahun2013-2014,
Komisioner Komisi
Yudisial (KY)jilid Il Imam
Anshorimenjelaskan,
dalaminvestigasiKY
diperoleh kesimpulan
bahwa penyebab

hakim selingkuh karena
kesepian.

Lebihjauhlagi,Imam
Anshorimenyebutkan,
nampaknya banyak
hakim yang ditugaskan
didaerah kabupaten dan
kota diberbagaidaerah di
Indonesia, isterinya atau
suaminya tidak ikut serta,

sehingga suamiatauisteri
. ditempatkan dimana saja.

kesepian.

Penjelasan Imam tersebut
tidak dipermasalahkan

- olehhakim, asal

- diperhatikanjuga

- kesejahteraannya, misal
- biayapindah, dan biaya

- sewarumah.Namun

- ketikaitu, pertengahan

- tahun 2012, Peraturan

- Pemerintah Nomor 94

- Tahun 2012 tentang Hak
- Keuangan dan Fasilitas

- Hakim Yang Berada di
bawah Mahkamah Agung
sebagaimana telah
diubah menjadiPeraturan
Pemerintah Nomor 74

- Tahun 2016 (dalam

- tulisaninipenulis lebih

- menggunakan singkatan
- PPNo.94/2012) belum

- disahkan, maka hakim

- mengeluhkan perihal gaji
- yang tidak cukup untuk

- pulang kampung bertemu
- keluarga.

setalitigauangdengan
datariset yang dilakukan
Sulistyowatilrianto dkk.
Dalam Problematika
Hakim Dalam Ranah
Hukum, Pengadilan, dan
Masyarakat Dilndonesia:
StudiSosio-Legal (2017:
25-26,123), Sulistyowati
dkk menguraikan bahwa
dari 8 lokasi penelitian
yakniSabang, Kuala
Tungkal, Garut, Surabaya,
Nunukan, Mataram,
Ambon, Jayapura, dan
68 responden yang
diwawancarai, terdapat
46%, atau sekitar 31orang
yang tidak tinggal dengan
keluarganya, selebihnya
51% atau sekitar 35 orang
yangtinggal bersama
keluarga,dan 3% atau 2
orang yang tidak jawab
sama sekali.
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- Datainimenunjukkan
- bahwamasih banyak
- hakimyangbertugas
- tidak tinggal dengan

- keluarganya, atau tidak
© mengikutsertajan
keluarganya ketika
bertugas.

. Lebihjauh lagi, dalam

- bukuyangsamajuga

- diperolehinformasi

- bahwakebanyakanorang
- yang cenderung ketika

- bekerjatidakinginjauh

- darikeluarganya. Namun
- bagihakim, karena

- merekamelaksanakan

© tugasnegara, ketika

dimutasiharus selalu siap

Perihalinipadadasarnya

Tabel1

KAJIAN

Jumlah dan Tahun Oknum Hakim Yang Terbukti
Melakukan Perselingkuhan

No Tahun Pengusul Jumlah
1 201 Mahkamah Thakim
Agung
2 2012 Mahkamah Thakim
Agung
3 2013 Mahkamah Thakim
Agung
Komisi 3hakim
Yudisial (salah
satunyakasus
perselingkuhan
dan perjudian)
4 2014 Mahkamah 4 hakim
Agung (salah
satunyakasus
perselingkuhan
dan gratifikasi)
Komisi Thakim
Yudisial
5 2015 Mahkamah Thakim
Agung
6 2016 Komisi Thakim
Yudisial
7 2017 Komisi 2 hakim
Yudisial
8 2018 Komisi 2 hakim
Yudisial (salah satunya
adalah
menikah siri)
Jumlah 17

. Sumber:BukuKiprah 14 Tahun: Menuju KY Kredibel dan Unggul,
. (Jakarta: SetjenKY), hal. 81-84.
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Bahkan terdapat
hakim-hakim yangkala
itu sudah lebih darisatu
hingga dua tahun tidak
pulang ke kampungnya,
termasuk merayakan
lebaran bersamakeluarga
karena tidak punya biaya
mengingat harga tiket
pesawat begitu mahal.

Merekahanyabisa
menyapaisteridan

anaknya lewat sambungan
telepondan sambil terisak -
- Halinidibenarkan oleh
- jurubicaraMahkamah
- Agung (MA) saatitu, yakni -
- Ridwan Mansyur, yang
- intinyamembenarkan
- adanyapeningkatankasus :
- selingkuh yang dilakukan
© hakim setelahadanya
remunerasi, dikutip dari
pemberitaan https://
nasional.tempo.co/

- read/599390/gaji-naik-
- jumlah-hakim-selingkuh-
- meningkat/full&view=0k,
- diunduh padatanggal 25
- November 2019, pukul

- 1111. Pernyataan tersebut
- diperkuat dengandata,

- bahwa sejak tahun 2013,
- pascaditetapkannya PP

- No.94/2012, hingga tahun :
© ini,hakimyangselingkuh ~:
© tidak pernah absen dari
: daftar hakim yang di

: Majelis Kehormatan
Hakim-kanoleh KY dan
- MA.

menyampaikan agar isteri
dananaknyabersabar.

Padahal hakim-hakim
membutuhkan

pulang kampung

untuk menyegarkan
psikologinya yang setiap
hariberurusandengan
perkara Problematika
Hakim Dalam Ranah
Hukum, Pengadilan, dan
Masyarakat Dilndonesia:
StudiSosio-Legal
(2017:82dan 123), serta
bersuadengankeluarga
agar terhindar dari
godaan-godaan.

Kedua, karena
kesejahteraannya

sudah baik. Penyebab
yang keduainiseakan
kontradiksidengan
penyebab yang pertama.
Disaat penyebab pertama
diutarakanjauh dari
keluargadan tidak punya
biaya untuk pulang
kampung, justruyang
keduainididugakarena
punya gajidan fasilitas
yang sudah lebih pasca
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- disahkannya (PP No.
- 94/2012).

- Menurut dua komisioner
- KYjilid |1, yaknilmam

- AnshoriSaleh dan

- Taufiqurrahman Syahuri
* menyebutkan bahwa

© meskimerekaberduatidak :
dapat menyimpulkan,
tapikenaikan
remunerasi seakan

- menjadimeningkatnya

perselingkuhan.

- Ketiga, adalah

- kesombongan oknum

- hakim. Halinidijelaskan
- oleh Kemas Abdul

- Roni, KepalaBiro

- Pengawasan Perilaku

- Hakim.Menurutnya

- dalam beritaKY Beberkan
- Tiga Faktor Penyebab

- Hakim Selingkuh https://
© www.jpnn.com/news/

- ky-beber-tiga-faktor-

- penyebab-hakim-

selingkuh?page=2,

- diunduhtanggal 25

- November 2019 pukul
© 10.00, Menurut Kemas,
gajihakimyang cukup
- tinggimembuat mereka
- rentan tergelincir

- padapersoalan

- perselingkuhan.

- Lebihjauh Kemas
- kembali mengutarakan,

coba bayangkan, tugas

- didaerah, tapigajinya

- gede. Jadinya, hakim

- suka berfoya-foya

© danbisa tersandung
perselingkuhan,
Meskipun begitu, dalam
- tambahannyaKemas

- jugamenerangkan bahwa
- meskiadafenomena

- hakim selingkuh, Kemas
- tetap percayabahwa

- masih banyak hakimyang
- baik.

Upaya Pencegahan

© Langkah-langkah

: upaya mencegah
hakim melakukan

- perselingkuhan

- harusmenyentuh

- sisikemanusian

- hakim sebagaientitas
- yangtidak lepas dari
- pengaruh-pengaruh
- yangadadisekitarnya,
- termasuk godaan

- perempuan/laki-lakilain.

- Terdapat 3upaya

- pencegahanyang

- penulisusulkan. Yakni,

- pertama, penuhi secara
- proporsional hak

- keuangan dan hakim

: sebagai pejabat negara.

© Kedua, dekatkan hakim
dengan keluarganya,
dalam haliniisteridan

- anak-anaknya ketika

- dimutasi. Ketiga,

- tanamkan KEPPH kepada
- hakimagar berkomitmen
- terhadap KEPPH ketika
- bertugas. Ketigausulan

- inimenurut penulis

- harusdiwujudkan secara
* bersamaan, bukan

- terpisah-pisah. Halini

© mengingat usulanyang
satudenganyanglainnya
saling berkaitan.

Misalnya saja, jika usulan
- pertamadiwujudkan,

- adakemungkinan hakim
- kemudian menggunakan
- kesejahetaraan bukan

- semata-matauntuk

- diberikan kepada

- keluarganya, atau

- mengajak keluarganya

- tinggal bersama di tempat
- merekabertugas, tapi

© jugadigunakan untuk

: foya-foya. Begitu pun,

: dengan kaitannya usulan
ketiga.

- Jikausulanpertamadan
- keduadiwujudkan, tapi
- tidak disertaidengan

- perbaikankomitmen

- terhadap KEPPH,

- hakim tetap berpotensi

www.komisiyudisial.go.id



melakukan selingkuh.
Jadihakimyangtinggal
dengankeluarganya, dan
dengan kesejahteraan
yang sudah lebih baik,
tetap ada peluang

untuk berselingkuh

jika tidak menjadikan
nilai-nilai KEPPH sebagai
tamengnya dalam
bertugas. KEPPH di sini
sebaiknya dijadikan
tamengbagihakim dari
godaan lawanjenisnya
ketika bertugas.

Penulis mengusulkan
sebaiknya pengambil
kebijakan dalam
mencegah hakim
melakukan perbuatan

sisikemanusiaan hakim
dengan melaksanakan

llustrasi selingkuh

www.komisiyudisial.go.id

- tigausulandiatas secara
- bersamaan.

- Pertama, penuhi

- kesejahteraan hakimyang
menurut hakim prioritas
- agar mereka bisa bekerja
dengan baik, menutup
mata darigodaan, baik itu
uang maupun perempuan.

© Penuhidisini tidak berarti
- haruskesepuluh hak

- keuangandan fasilitas

- hakim sebagaimana bunyi
- Pasal2 PP No.94/2012

- langsungdipenuhi. Tapi

- dipilih berdasarkan

- kebutuhan hakim dan
harus diprioritaskan, yang
memang bisa mencegah
selingkuh, memperhatikan
- selingkuh. Misalnya saja
- rumah negaraatau uang

hakim dalam melakukan

- penggantirumah negara,
- danuang pindah/mutasi
- yanglayak, danjaminan
- kesehatan.Mengapa

- ketigaini? Karena bagi

- penulis, ketika tunjangan
- hakim sudah layak, dan
© ketiga di atas dipenuhi,
maka seharusnya sudah
: tidak adaalasanlagi

 bagi hakim untuk tidak

- mengikutsertakan

- keluarganyajika dimutasi.

- Kedua, dekatkan hakim

- dengan keluarganyajika

- dimutasi. Karena mungkin
- sajatetap adahakimyang
- tidak mengikutsertakan

© keluarganya meski

* sudah memperoleh
kesejahteraanyang
layak. Oleh karenaitu,

- mendekatkan hakim

KAJIAN

- dengankeluarganya perlu
- sekalidilakukan meski

- hakim sudah memperoleh
- kesejahteraan yang layak.
- Apalagiada kemungkinan
- hakim-hakim akan merasa
- tenang hatinya ketika

© merekabertugas dekat
dengan keluarga.

Ketiga, masifkan

- penanaman nilai-nilai
- KEPPHdalamdiri

- hakim.Doronghakim

- agar berkomitmen

- KEPPH ketika bertugas.
- Kampanyekan bahwa

- KEPPH merupakan

© bentengbagihakim

- dalam mencegah mereka
- melakukan perbuatan
yang merendahkan
kehormatan dan

- martabatnya. [
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Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu), Undang-
Undang Darurat, Judicial Review dan
Legislative Review

AJ. Day

seperti RUU KUHP, UU Pemasyarakatan,

dll. Namundariorasipara pengunjuk rasa
terutama yang menjadi sasaran adalah Revisi UU KPK
yang telah disetujui akan menjadi UU baru, setelah
diundangkan nantidalam lembaran negara pada
tanggal 17 Oktober 2019. Namun walaupun Presiden
tidak mengesahkan UU yang telah disetujuibersama
maka dalam waktu 30 hari setelah disetujui UUitu sah
menjadi UU (UUD 1945 pasal 20 ayat 5). Ketentuan
inilah yang mendorong mahasiswa berunjuk rasa
dengan banyak pihak menyerukan agar Presiden
menerbitkan PERPPU. Mengenai UU lainnya yang

Selain itubeberapa RUU lainnya juga ditentang,

EDISI
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jugaditentang oleh para pengunjuk rasa karena belum
disepakatiyang terjadiadalah penundaan, iniberarti
nantinya DPR baru yang mempunyai wewenang
untuk mensahkannya. Yang menjadi pokok dalam
tulisanini adalah mengenaiRevisi UU KPK yang

telah disetujui bersama jadi pastiakan menjadi
Undang-undang walaupun tidak disahkan oleh
Presiden.

Apa sajajalur yang dapat ditempuh agar UU baru
tersebut dibatalkan dan tidak mengikat. Kita semua
tahu bahwa selamaini Adagium Lex Dura Sed
Tamen Scripta yang diterjemahkan UU adalah

www.komisiyudisial.go.id



keras tetapi demikianlah
bunyinya Adagium
inimengisyaratkan
adanya kepastian
hukum yang merupakan
satu syarat suatu
perundang-undangan
(Gustav Radbruch),
disamping keadilan
(rechtvaandigheid) dan
manfaat.

Yang menjadisasaran
utamadari para pengunjuk
rasayaitu paramahasiswa
diseluruh Nusantara pada
tanggal 24 September
2019 termasuk di Sulawesi

- duniadandiJakarta

- dimanaribuan mahasiswa
- mengepung komplek

- DPRyangkemudian

- menimbulkan kerusakan.

Menurut KapolriJend.

- TitoKarnaviandalam

- konfrensipers pada

- tanggal 26 September

- bahwaunjukrasayang

- semulaberjalandengan

- baik, karena adakelompok
- yangmemanfaatkan

- denganagenda politis

- menyangkut pertanyaan
* apakahrevisi UUKPK

© tersebut melemahkan atau

- yangluas,dalam tulisan
- kamitidak membahasnya,
- intidaritulisaniniialah

- upayaapasajayang

- dapatditempuh terhadap
© suatuUUyangingin

© direvisi, seperti UU KPK

: yangtelah direvisiyang
pastiakan menjadi UU

- walaupun Presiden tidak
- mensahkannya. Telah

- diuraikandiatas seperti
- jugabanyakdisarankan
- masyarakat terhadap UU
- KPKyangbaruyaitu:

- 1. Presidenagar

membuatkan

- 2. Judicial Review;
- 3. Legislative Review.

© Marikitamembahasnya
. satupersatu.

1. Peraturan
Pemerintah
PenggantiUU

- Desakanagar Presiden
- menerbitkan PERPPU
- terhadap UUKPK menjadi
© polemik ramai dalam
masyarakat, termasuk

© oleh para pakar,adayang

setujudanada pulayang
- tidak setuju. Haliniterlihat

Peraturan Pemerintah
PenggantiUU;

menguatkan KPK sehingga
- jugamenimbulkan polemik

Tenggaradengan korban
2 orang yang meninggal

www.komisiyudisial.go.id
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darisejumlah hasil survey
sepertiyangdilakukan
olehLembaga Survey
Indonesia yang dilakukan
padatanggal 4-5 Oktober
2019, yang merilis hasil
survey mengenaisikap
masyarakat terhadap revisi
UUKPK yaitu sebesar 76,3
% responden menyetujui
Presiden menerbitkan
PERPPU.

Demikian pula dengan
hasilLembaga Survey
KedaiKopiyang diadakan
pada 28-29 September
2019 dengan hasil survey
sama sepertiLSltelah
mengadakan survey di 34
propinsidengan hasil 55,2

% yangmendukungadanya °

PERPPU yangditerbitkan

oleh Presiden, karenarevisi -

UUKPK sesungguhnya
melemahkan KPK sebagai
lembaga yangditunjuk
untuk pemberantasan
korupsi, karena aparat
penegak hukumyangada
belum optimal melakukan
upaya pemberantasan
korupsi (lih. Konsideran
hurufbUUNo.30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi).
Namun demikian

banyak juga tokoh-tokoh
yang tidak setuju
diterbitkannya PERPPU
oleh Presiden. Presiden
Jokowi sendiritengah
mempertimbangkan
sejumlah masukandan
baruakan member putusan

setelah UUKPK hasil

revisidiundangkandalam

lembaran negara.
KovisiYupisiar, | Oxtose

- Apakahsesungguhnya
- PeraturanPemerintah

- PenggantiUndang-Undang -
- (PERPPU)itu?

- Peraturan Pemerintah
- PenggantiUndang-Undang :
- (PERPPU)inidiatur dalam :
- BABVIIUUD1945dengan
judul Dewan Perwakilan
Rakyat pada Pasal 22:

ayat (1) “Dalam hal
ihwal kegentingan
yang memaksa,
Presiden berhak
menetapkan
peraturan pemerintah
sebagai pengganti
undang-undang.”;

ayat (2) “Peraturan
pemerintahituharus
mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan
Rakyatdalam
persidanganyang
berikut.’;

ayat (3) “Jikatidak
mendapat persetujuan,
maka peraturan
pemerintahituharus
dicabut.”

- KetentuanPasal 22 UUD
* 1945iniadalahasliyang
: tidak pernah mengalami
: amendemen.Perlu
dijelaskan bahwa UUD 1945 :
- yangmulaiberlakusejak 18
- Agustus 1985, kemudian

- ketikaIndonesiadari

- negaraKesatuan menjadi
- NegaraFederaldengan

- sejumlah negarabagian

- diberlakukan Konstitusi

- Republik Indonesia Serikat
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- (RIS1950) No.48yang
- kemudiandigantipula

dengan UUD Sementara

- tahun1950dan akhirnya
- kembalike UUD 1945 pada
- tahun1959 dengan Dekrit

Presiden.

© UUD1945 yang berlaku
sampai sekarang telah
empat kalimengalami
perubahan/amendemen,
pada perubahan pertama
- adaperubahan sebanyak
- 12butirantaralain Pasal
- 5,Presidenmemegang

- kekuasaanmembentuk
- UUdengan persetujuan
- DPR, diubah Presiden

- menyampaikan RUU

- kepadaDPR.Pasal22yang -
- menjadidasar penerbitan
- PERPPU sama sekali tidak
© mengalami perubahan.
Aapabila kitamembaca
penjelasan daripasal
tersebut pasalinimengenai
noodverordening recht
- Presiden. Aturansebagai -
- inimemangperludiadakan :
- agar supayakeselamatan
- negaradapatdijamin

- oleh pemerintah dalam

- keadaanyanggenting,

- yangmemaksapemerintah -
- untuk bertindak lekas
- dantepat. Meskipun

- demikian pemerintah
© tidak akan terlepas dari

pengawasan DPR, oleh

. karenaituPeraturan
Pemerintah dalam pasalini
yang kekuasaannyasama
- denganUU samadisahkan
- olenDPR.

Daripenjelasaninijuga
- menjadijelas bagikita

- ataspertanyaan sejumlah
- orangmenganggap

- PERPPUiniyang menjadi
- wewenang Presiden diatur
- dalamBAB Vlitentang

- Dewan Perwakilan Rakyat
- bukandiaturoleh BAB

- llltentang Kekuasaan

- Pemerintah Negara.

© Membaca penjelasan ini
memang sejak awal sudah
diperkirakan akanadanya
. situasidimana Presiden
rapat bertindak untuk

- keselamatannegara, jadi
- PERPPUsebenarnya

- adalah UU,namun

- tetapsajaberadadalam

- pengawasan DPR.Dalam
- kurunwaktu1945s/d1959

dengan Dekrit Presiden

- tanggal 5Juli1959 untuk
- kembalike UUD 1945

- sudahadaUUD lainyang
© menggantiUUDUUD 1945
yaitu:

a. KonstitusiRepublik

Indonesia1950;

b.  UUD Sementara

1950-1959.

- Apakah PERPPUjuga

diatur dalam UUD tersebut

- diatas? Jawabannya benar
- adadiatur tetap dengan

© istilah yang berbeda

* yaituUU Darurat dalam

. Pasal139 UUDRIS dan

© Pasal 96 UUDS 1950 ayat

1“Pemerintah berhak

ataskuasadantanggung

- Jawab sendirimenetapkan
- undang-undangdarurat

- untukmengatur hal-hal

- penyelenggaraan

- pemerintahanyangkarena

www.komisiyudisial.go.id



keadaan-keadaanyang
mendesak perlu diatur
dengansegera.”

Namun selanjutnya
ditetapkan bahwa

UU Darurat tersebut
disampaikan kepada DPR
selambat-lambatnya
padamasasidang
berikutnya, danapabila
ditolak oleh DPR maka
Undang-Undang Darurat
tidak berlaku lagi demi
hukum. Apabila UU
Darurat diterimamaka UU
tersebut diberijudul UU
DRT sebagaicontoh UU
No.12/DRT/1951tentang
Senjata Api. Jadiapabila
adayangmembacanya
sebagai UU Darurat tetap
UUDRT. Setelah mulai
berlaku kembalinya UUD

OENDANG_OENDANG
DASAR menjadi
Undang-Undang Dasar,
maka UUD 1945 telah 4x di
amendemen/mengalami
perubahan melaluiMPR
hasil pemilihanumum,
yaitu:

SidangUmumMPR
Tahun1999;

Sidang UmumMPR
Tahun 2000;

Sidang UmumMPR
Tahun 2007;

SidangUmumMPR
Tahun2002.

Denganempatkali
perubahan, maka:

www.komisiyudisial.go.id

BAByangdiubah
semula 16, menjadi
21BABdengan tidak
mengubah angka pada
BABnamundiberi

diubah;

Pasal dari 37 menjadi
73Pasal, Ayat49
menjadi170 Ayat;

Aturan Tambahan 2
Ayat menjadi 2 Pasal;

Aturan Peralihandari4 -
- pelanggaran hak asasi

- manusiayang berat yaitu:
- a.kejahatan genosida;

- b.kejahatan terhadap

* kemanusiaan.

Pasal menjadi 3 Pasal.

Timbul pertanyaan

: apakah yangterjadi
yangdilakukan oleh

- MPRinibukankah sudah
- menjadipenggantian

- ataualterationdariUuD
1945 yang semulabernama :

semula sehinggatidak lagi

- merupakanamendemen
- sepertiterdapat pada

- Centralfor Strategic and

- International Studies.

- Namun harus perubahan
© tersebutterjadipada 4

© kalisidangumumMPR
maka tetap yang dilakukan
adalahamendemen bukan
- alteration.

- Selainperbedaan

- istilahtersebutjugaada
- perbedaanrumusanyang
- menyangkut PERPPU

- denganUU Darurat yaitu
- ketentuan UUDS bahwa
- apabilaUU Daruratyang
- diajukan oleh Pemerintah
© kepadaDPR ditolak oleh
: DPR maka peraturanitu
tidak berlaku lagikarena
- hukum.

- HaliniberbedapadaUUD
- 1945yangdalam Pasal

- 22 Ayat (3) “jikatidak

- mendapat persetujuan

- maka Peraturan

huruf A padaBAByang
* IniberartiPeraturan
Pemerintahitu tetap

: berlaku sampaidicabut.
Perbedaanini terlihatketika :
- padawaktudibentuknya
- UUNo. 26 Tahun 2000
- tentangPengadilan Hak
- AsasiManusiayang

- berwenang memberikan

Pemerintahitudicabut.”

danmemutuskan perkara

© SebelumUUNo. 26 Tahun
- 2000 tersebut menjadi

- UUolehPresidentelah

- diterbitkan Peraturan

- Pemerintah Pengganti

- UUsehinggasudah ada
- perkara-perkaraHAM

- berat yangdilakukan

- penyelidikan, penyidikan,
- danpenuntutan

© pelanggaran hak asasi
manusiayang berat tetap
: berlaku sepanjang tidak
bertentangandengan

- undang-undangini.

- Jalankeluariniditempuh

- karenaPERPPU

- tersebutditolak oleh

- DPR.Kalauketentuan

- penutupinimenyangkut

- Undang-Undang Darurat
- dimanaUU Darurat ditolak
- DPR, maka peraturan

. tersebuttidak berlakulagi
karena hukuminiberarti
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- bahwa UUDRT itusesuai
- Pasal 97 UUDS dianggap

- tidak pernah ada. Istilah

- yangbiasa dipakaiialah

© nietig van rechtswege. Jadi
© semua hasil penyelidik,
penyidik, dan penuntutan
dianggap tidak ada,

: ketentuanitusudahberlaku

UUD 1945 yang pada Pasal

- 22 Ayat (3) menyatakan

- PeraturanPemerintahitu
- harusdicabut. Jadiapa

- yangsudah dilakukan

- baik penyelidik, penyidik,
dan penuntutan tetap

- sahsebelum dicabut dan
* untukitulalu diajukan RUU
© Pengadilan HAMyang

: disahkanmenjadi UU No.
26 Tahun 2000 tentang

- PengadilanHak Asasi

- Manusiayang menjadi

- dasar untuk mengadili

- perkara-perkaraHAM berat
- dilndonesia.

- Dariuraiandiatasjelas

: bahwa PERPPUini

- kedudukannya adalah
samadengan UV, jadi
berbeda dengan peraturan
pemerintah yang dibentuk
untuk menjalankan UU

- sebagaimanamestinya

- jadiatribusiwewenang

- pembentuk peraturan

- pemerintahdariUU.

- Dengandemikian maka

- PERPPU sebenarnya UU
- dalamartimateril, jadi

- hirarkinya samadengan

- UU. Alasan diterbitkannya
: PERPPU adalah keadaan
: memaksa sepertitelah
diterangkandiatas.

Penjelasandaripasal 22
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UUD 1945 adalahmengenai - juga pernah diterbitkan
- PERPPUNo.4 Tahun

- 2000.

noodverordening recht
dariPresiden agar supaya
keselamatan negara dapat
dijamin oleh pemerintah
dalamkeadaan genting
danmemaksa pemerintah
untuk bertindak cepat
dantepat. Sejak periode
reformasi sudahratusan
PERPPU yangditerbitkan
termasuk PERPPU No.

4 Tahun 2009 tentang
Perubahanatas UU No.
30Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan
Korupsiyangsudah
direvisidan menimbulkan
polemik sehingga Presiden
mengeluarkan PERPPU.
Presiden Rl sejak Soekarno,
Soeharto, B.J. Habibie,
KH. Abdurrahman Wahid,
dan Megawatipernah
mengeluarkan PERPPU.

AdaPERPPUyang

ditolak oleh DPR seperti
dicontohkandiatas yang
diajukan oleh Presiden KH.
Abdurrahman Wahid. Tiga
PERPPU yangditerbitkan
oleh Presiden B.J. Habibie
semuanyaditolak oleh
DPR. Sejak semula
penerbitan PERPPU

telah menimbulkan
polemik yang ramaidalam
masyarakat termasuk
PERPPU tentang
perubahan kedua atas UU

Mahkamah Konstitusi pada
tahun 2013, yang disusul
dengan gugatandiMK.

2002 tentang Komisi
Pemberantasa Korupsi

EDISI
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JadiUndang-Undang
- KPKyangtelahdirevisi
No.24 Tahun2003tentang : padatanggal 18 Oktober
- 2019 sudah mulaiberlaku,
- danUUyanglamamasih
- tetapdiberlakukan
JadirevisiUUNo.30 Tahun - sepanjangdiperbolehkan
- olehketentuan peralihan

* tersebut. Halinisesuai

- dengan adagium lex

- posterioriderogat legi

- anteriori,jadikalau aparat
- penegak hukummasih

- Jadisesuaiketentuanmaka :
* UUKPK hasil revisimulai
© berlakusatubulansesudah
. disahkanolehDPR jadi
- akanmulaiberlaku tanggal
- 17 Oktober 2019. Dengan

- berlakunyaUUyangtelah
- direvisimakaUUyang

- lamasepanjangyang

- telahdirevisitidak berlaku
- lagi,mengenaiUU yang

- telahdirevisiituharus

- adaketentuan peralihan

- yangmenjelaskan

- bagaimana penyelesaian

- perkara-perkarayang
sudah berjalan, contohnya
. ialah ketika diterbitkan

© UUNo.11Tahun 2012
dalam pasal-pasal

- peralihannyamengatur

- perkaraanak yangmasih
- dalamproses penyidik

- danpenuntutanatauyang
- sudahdilimpahkanke

- pengadilan negeri tetapi

- belumdisidang harus

- dilaksanakan menurut UU
- ini.Namunyangsudah

- dalam proses pemeriksaan
- sidang, dilakukan

© berdasarkan hukumacara
: undang-undangyang
lama.

bertindak berdasarkan

* ketentuanUUyanglama

dan pasal peralihannya

: tidak membolehkannya
- makaaparat tersebut telah
- abuse of power.

2. Judicial Review

- Carakeduauntuk

* menguijisuatu peraturan
- perundang-undangan
- adalah melalui Judicial

- Review. Apaitu Judicial

© Review (JR)? Judicial

© Reviewadalahcara
mengujikembali

suatu peraturan

- perundang-undangan
- menyangkut keabsahan
- materilnya. Seperti

- kitaketahuibahwa

- perundang-undangan
- yangberlakudisemua

- negaratermasuk di

- Indonesiatersusun

- secara hierarkis seperti
- terlihat pada Pasal 7 UU
- No.12 Tahun 2011tentang
- Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
yaitu:

EL UUDRI1945
§ 2. TAPMPR

§ 3. UU/PERPPU
§ 4. PP

§ 5. PERPRES

6. PERDAPROPINSI

- 7. PERDAKABUPATEN/

KOTA

- Hierarki

- perundang-undanganini
- sudahlama diperkenalkan
- olehHans Kelsen

dengan Stufenbau

© Theorie.Peraturan
perundang-undangan

- yanglebihtingg

- memberikanatribusi

- wewenangkepada

- peraturanyanglebih

- rendah. Peraturanyang

- tertinggiyang merupakan
- dasar peraturan

- perundang-undangan

- atau Grundnorm (Norma

- Dasar) adalah UUD,

- sedangkan Pancasila

- adalah Ursprungnorm atau
sumber darisegala sumber
: hukum.UU yang berlaku
: yangdibentuk sesuai

UUD 1945 mendapat

- atribusiwewenangdari

- UUD, danselanjutnya

- UU,PERPPU, Peraturan

- Pemerintah (PP), Perpres,
- PerdaProvinsi, Perda

- Kabupaten/Kota seperti

- terlihat pada hierarki

- perundng-undangan

- tersebut diatas. Dalam

- haladaperaturan

© perundang-undangan

© yangbertentangan dengan
: peraturan-peraturan

: yang lebih tinggi maka

 dapat diuji melalui Judicial
- Review.Ada 2 jenis Judicial
- Review, yaitu:

a. KeMahkamah

Konstitusiuntuk
menguji apakah suatu
undang-undangitu

www.komisiyudisial.go.id



bertentangan dengan
ketentuan UUD atau
terhadap beberapa
pasal tertentu.

Setelah adanya
Mahkamah Konstitusi
sejak amendemen
ketiga atas Pasal 24
UuUD1945dengan
menambah Pasal 24
denganPasal 24 B
danPasal 24 C.Pada
Pasal 24 Ctentang
Mahkamah Konstitusi
yangdalam Ayat

(1) nyaMahkamah
Konstitusidiberi
wewenang mengadili
padatingkat pertama
danterakhir yang
putusannya bersifat

finaluntuk mengujiUu

terhadap UUD. Dalam
pasalinijugadiatur
tentang kewenangan
laindariMK yang

selanjutnyadiaturoleh -

Uu.

b. Judicial Review
juga dapat diajukan
terhadap peraturan
perundang-undangan
yang lebihrendah
dariUU yaitu Judicial
Review ke Mahkamah
Agungyaitu PP,
Perpres, dan Perda
Bagaimanadengan
PERPPU yangsedang
ramaidibicarakan,
apakahitujugadapat
diujike MK? Tentu
sajatidak karena
PERPPU itubelum
merupakan UU/baru
dapat diajukan setelah
disahkan sebagai UU.

www.komisiyudisial.go.id

- Legal Standing
- (LegitimaPersona
- Standiln Judicio)

- Tidak semuaorangatau
pihak yang memenuhi
syaratuntuk bertindak
atau mempunyaihak
untuk mengajukan Judicial
- Review baik ke MK ataupun :
- keMA. Syarat-syaratuntuk :
 mempunyailegalstanding :
- mengajukan Judicial

- Review ke MK sesuai :
- ketentuan UUNo. 24 Tahun -
- 2003 tentangMahkamah -
- Konstitusiialah:

" a. SubyekHukum,

berupa:

Perorangan Warga
: e. Adanyakemungkinan

Negaralndonesia,
termasuk orang
yang mempunyai
kepentingan yang
sama;

Kesatuan

masyarakathukum :

adat sepanjang
masih hidup dan
sesuaidengan
perkembangan
masyarakat dan
prinsip Negara

Kesatuan Republik
- akan diterima, yang tidak
memenuhisyarat legal
standing permohonan
akan dinyatakan tidak

- dapatditerima (niet

- ontvankelijke verklaard).

Indonesiayang
diatur dalam
undang-undang;

Badan hukum
publik atau privat;

atau

Lembaga negara.

b. Hak/kewenangan

konstitusional
Pemohonyang
dianggap oleh
Pemohontelah
dirugikan oleh UU.

- ¢. Kerugianyang

spesifik dan aktual
atau setidak-tidaknya
berlanjut potensial
yang memuat
penalaranyang wajar
dapat terjadi.

d. AdanyaCausaal
Verband antara
kerugiandengan
berlakunya
undang-undangyang
dimohonkan untuk
diuji.

dengandikabulkannya
permohonan

maka kerugian
konstitusional yang
didalilkan tersebut
akan atau tidak terjadi
lagi.

- Jadiyang memenuhi

- syaratyang mempunyai
- legal standing dalam UU
- KPKyangbarudirevisi
- yangakan diajukan ke

Mahkamah Konstitusi saja

- Pilihanyanglain
- untuk mengujisuatu

OKTOBER
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- undang-undangadalah
- melaluiLegislative Review.

- Padaamendemen

- PertamaPasal 20

- UUD 1945 ditentukan

- DPRmempunyai

- kekuasaan membentuk

- undang-undang.

* Pasal 5UUD 1945 pada

© amendemen Pertama

. dikatakan Presiden berhak
© mengajukan RUUDPR.

- Wewenang pembentuk

- UUinimenurut UUD 1945
- sebelumamendemenada
- padaPresidendengan

- persetujuan DPR.

- KarenaDPRlahyang

* mempunyai wewenang

* membentuk UU maka

- untuk menolongagar

© suatuUUdireview adalah
wewenang DPR dalam

: bentuk Legislative Review.
Dengan sahnya UU

- KPKyangdirevisimaka

- terhadap undang-undang
- barutersebutdapat

- diajukan Legislative

- Review yangdiajukan

- Pemohon kepada DPR.

- Sudahdijelaskandiatas
- bahwa terhadap PERPPU
- tidak dapat diajukan baik
- Judicial Review maupun
Legislative Review,

. karena PERPPU bukan
merupakan UU. Demikian
- kiranyadengan membaca
- tulisaninipara pembaca
: - dapatmemahamitentang
- 3. LegislativeReview
: - akhir-akhirinimenjadi

- polemic dalam masyarakat.
- M

permasalahanyang
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Komist YupIsiaL




SELINTAS

Pimpinan KY Beraudiensi dengan
Wapres RI dan Pimpinan MPR
untuk Penguatan KY

_ .1 PY SuasanaaudiensiKY dengan Wakil
Presiden dikantor Wakil Presiden,
Jakarta
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impinandan
Anggota Komisi
Yudisial (KY)

beraudiensidengan
Pimpinan Majelis
Permusyawararan Rakyat
(MPR) untuk membahas
penguatan peranKY,
Senin (25/11) di Gedung
Nusantaralll, Jakarta.

KunjunganKY ke MPR
merupakan upaya
pengukuhandan
penguatan eksistensi

EDISI
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- KY dalamsistem

- ketatanegaraan Indonesia
- sebagailembaga penegak
- etik.KY berperandalam

- menciptakan hakim yang
- berintegritas, mandiri,

- danberkepribadiandalam :
© rangkamembangun

© sistem peradilan nasional
Indonesia yang bersih dan
akuntabel.

Untukitu, Ketua KY

- JajaAhmad Jayus
* menyampaikan bahwa

DESEMBER 2019

- KY perlumendapat

- perluasankewenangan
- dengan memperhitungkan -
* posisinya padaperubahan -
- amendemen UUD 1945,

“DiDenmark, etik sangat

- ditegakkan sehingga
© negaratersebutangka

korupsinya benar-benar

0%.Untuk itu, aspek

- penegakan etik inikami
- tekankan apabila nanti

- terjadiamendemen UUD
1945, sehingga penting

- bagiKY diperhitungkan
- keberadaannya sebagai

penegak etik,” ungkap Jaja.

- Jajajugamenjelaskan

- kewenangan, tugas

- danfungsiKY yang

- merupakanamanat
reformasi,yaitu

- mendorong terwujudnya
- peradilanbersih.

“Sayamenghaturkan
- banyak terimakasih
- kepadaMPRyang tetap

www.komisiyudisial.go.id



konsisten mendukung
eksistensiKY dalam
mendorong terwujudnya
peradilan bersih. Apabila
nanti adaamendemen
UUD 1945, harapannya
nomenklatur tentang

KY berubah menjadi
Mahkamah Yudisial
atau Dewan Yudisial tapi
urusanituterserah pada
MPR,” ujar Jaja.

Menanggapihalitu,
Ketua MPR Bambang
Soesatyo membenarkan
bilamemang perlu
adanyaevaluasidan
reposisi kewenangan
dankedudukan KY.
Selain penamaannya
yangrancu, sehingga
implementasinyapun
berbedadaritujuan
awalnya.

“Kami akan mengkaji
lebihjauh tentang KY ini,
misalkan nama tadibisa
menjadi Dewan Yudisial,
ataupun Mahkamah
Yudisial, berikut juga
kewenangannya. Hal
iniakan kamibahas di
forum selanjutnya,” ujar
Bambang.

Bambangjuga
menjelaskan memang
MPR punya wacana untuk
melakukan amendemen,
namun halitu perlu
melihat juga respon dari
publik, dan fraksi-fraksi
politik yang lain.

“Jikamengacu pada
rekomendasi pimpinan

www.komisiyudisial.go.id

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

- MPR sebelumnya, juga
- semangat sebagian

- darifraksi - fraksi

- politik, tentu mereka

- menyuarakan adanya
- perubahan sebagian atau
perubahan menyeluruh
pada UUD 1945, namun
- Juga sebagian fraksi -

- fraksipolitik yang lain

- mengatakan tidak perlu
- adanyaamendemen,’
- ucap Bambang.

- Terakhir Bambang

- mengatakan apabila

- adasinyal - sinyal

- perubahan akan segera
menyampaikannya
kepadaKY, meskibelum
jelas kapan waktunya, tapi
- dirinyamenyarankan KY
- untuk mempersiapkan

- diri.

- “Kamiakan segera
- mengabarkan apabila

Suasana saat pertemuan Anggota
KY danKetua, Wakil dan Sekretariat
Jenderal MPR

- memangsudah ada

- sinyal - sinyal perubahan
- amendemenini. Untuk

© jtu, sebaiknyaKY

- mempersiapkan diri,”

- tandas Bambang.

: Sebelumnya di waktu

: yabg berbeda, Jaja
didampingi Wakil Ketua
- KY Maradaman Harahap,
- AnggotaKY Sukma

- Violetta, dan Sekretaris
- Jenderal KY Tubagus

- Rismunandar Ruhijat

- beraudiensidengan

- Wakil Presiden RIK.H.

- Ma'ruf Amin, Rabu (6/11)
- diKantor Wakil Presiden,
- Jakarta. Selain silaturahmi,
© audiensitersebut untuk
menjelaskan kepada

- Wapres soal eksistensi
- danpenguatanKY.

- “Selain bersilaturahmi
- tentunya tujuan kami
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SELINTAS

- bertemudengan Wapres
- untuk menjelaskan

- pentingnya eksistensi

- dariKY terkait perannya
- dalam mewujudkan

- peradilan bersih dan
berwibawa,”ujar Jaja saat
dimintai keterangan oleh
- awak media.

- Untuk mengoptimalkan
- peranKY, Jajaberharap
- agar kewenanganKY

- diperkuat.

* "Yakalaubisakewenangan
© KY diperkuat misalnya,

- terkait rekomendasi atas

: usul penjatuhan sanksi

mempunyaikekuatan

mengikat finaland

- binding. Bahkanbila

- memungkinkan bisa

- dimuatdalam UUD 1945,
- atausetidaknyayadalam
- UUnya,” pungkas Jaja.

- (Adnan/Festy) [
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SELINTAS

Cegah Contempt of Court, KY
Perkuat Sinergisitas dengan APH

DAN PENGADILAN

Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum

omisi Yudisial (KY)
kembalimenggelar
acaradiskusi

penegak hukumdengan
tema “Upaya Pencegahan
dan Penegakan Hukum
terhadap Pelaku Anarkis
diPersidangandan
Pengadilan” di Auditorium
KY, Jakarta, Kamis (28/11).
Hadir sebagainarasumber
adalah AnggotaKY
Sumartoyo, Hakim
Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta Gatot Supramono,

Kejaksaan Tinggi DKI
Jakarta Abdul Basir,dan
Kabag Dalops Biro Ops.
Kepolisian Daerah Metro
Jaya Appolo Sinambela.

m Konmisi YupisiAL
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- Diskusidibukadengan

- keynote speech oleh Wakil
- KetuaKY Maradaman
dengan hakimdanaparatur -
- paparannyaMaradaman
- menyampaikan, Komisi

* Yudisial sebagai Lembaga
: negarayang eksis dalam
sistem ketatanegaraan,

- sejakamendemen ke-3

- UUD1945 mempunyai

- perananyangstrategis

- dalammenjagadan

- menegakkan kehormatan
- sertakeluhuran martabat
- perilaku hakim.
Koordinator Bidang Pidum °

- “Dengan perananini

© diharapkanKY dapat

- melaksanakan tindakan
yang benar-benar
menjunjung tinggi harkat

Harahap. Dalam
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Suasana saat diskusi publik Upaya
Pencegahan dan Penegakan
Hukum terhadap Pelaku Anarkis
diPersidangan dan Pengadilan

- martabat dankeluhuran
- hakim yang bersih, jujur
- danprofesional selainitu
- KYjugaakan berusaha

- melindungi hakim dari

- contempt of court,”ungkap
* Maradaman.

* “Didalam UU tetang
KY sebenarnya tidak
mengenalistilah contempt :
- of court tetapipada

pasal 20 ayat Thurufe
UURINno.18 tahun 201
tetang perubahan atas
UUno.22 tahun 2004
tentang KY menyebutkan
KY memiliki tugas untuk
mengambil langkah
hukum dan atau langkah
lain terhadap orang
perseorangan, kelompok
orangatau badan hukum
yang merendahkan
kehormatan dan keluhuran
martabat hakim. Untuk
melaksanakan ketentuan
pasaltersebut KY
menyusun program
advokasiterhadap hakim

- yang bersifat preventif

- danrepresif sebagaiupaya
- menjaga dan menegakkan
- kehormatandan keluhuran
- martabat hakim,” urai

- Maradaman.

: - Maradaman menjelaskan,
. Terkait peristiwa contempt -

of court diPengadilan

- NegeriJakarta Pusatyang
- sempat viral beberapa

- waktu lalu, Maradaman

- mengatakanKY sangat

- memperhatikan kasus ini
- dankonsen dengan kasus
- tersebut.

- advokasisecara preventif

- dimaksudkan untuk

© meningkatkan kesadaran

© dan mencegah masyarakat
: melakukan perbuatan
yang merendahkan

- kehormatan dan keluhuran
- martabat hakim.

- “Sedangkan advokasi

- secararepresif dilakukan
- dalam bentuk tindakan
- mengambil langkah

- hukum dan atau langkah

www.komisiyudisial.go.id



lainterhadap orang
perseorangan atau
kelompok orangdan

atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan
dankeluhuran martabat
hakim,” jelas mantan
hakim tinggi ini.

Lebih lanjut, Maradaman
menjelaskan, advokasi
represif yang dilakukan KY
diatur lebih lanjut didalam
peraturan KY nomor
8tahun 2013 tentang
advokasihakim.

“KY telah berkali-kali
melakukan langkah hukum
terhadap masyarakat
yang melecehkan
peradilan maupun
hakim.Namundengan
demikian tidaklah benar
kalau kemudian sebagian
orang menganggap

KY hanyamencari
kesalahan-kesalahan
hakim.KY telah banyak
berbuat untuk menindak
perseorangan yang telah
melakukan pelecehan
terhadap peradilan
maupun terhadap hakim,”
tegas Maradaman.

Adatiga penyebab
terjadinya contempt

of court diPengadilan
yaitu ketidak puasan
terhadap putusan, ketidak
puasan terhadap layanan
pengadilan,danyang
terakhir ketidak puasan
terhadap sikap petugas.

"Dimana kesemuanya
itu dapat mengakibatkan

www.komisiyudisial.go.id

Pengadilan menderita
kerugian baik material dan
immaterial. Selainitujuga
menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap
pengadilan, menurunkan
kewibawaan pengadilan,
danpengadilan dianggap
bukantempat yangaman,”
ujar Gatot Supramono.

Menurut Gatot, contempt
of court berawal dari
Common Law System
yang awalnya sebenarnya
lebih bersifat ke contempt
of the king. Karena dulu
rajaadalah sebagai
sumber hukum.

“Dalam konteks
keindonesiaan sebenarnya
aturan-aturan mengenai
contempt of court diatur
dalam KUHP Pasal 207,
217 s.d. 224 secaraspesifik
misalnya dalam UU tindak
pidana korupsidiatur
dalamPasal 21,22 yang
mengatur mengenai
obstruction of justice,”
jelas Gatot.

Menurut Abdul Basir,
penyebabinternal
terjadinya contempt

of court yaitu
unprofressional conduct.
Ada beberapa Penegak
Hukum, Hakim, Jaksa,

Penyidik, Panitera, Lawyer,

yang kemudian ditangkap
dandiproses secara
pidana.

Halinisangat
mempengaruhi publik
trustkarenaternyata

banyak faktor dariinternal
badan peradilanitu sendiri
tetapiadajuga faktor
eksternal yaitu kurangnya
pemahaman masyarakat
tentang peraturan
perundang-undangan.

“Untuk mencegah semua
itu harus ada peningkatan
profesionalisme dan
integritas aparatur
penegak hukum itu sendiri
danpenyederhanaan
design system peradilan
pidanakita dengan
menggantiatau merevisi
hukum acara pidana,” ujar
Abdul Basir.

Sementaraitu Appolo
Sinambela mengatakan,
diperlukanjuga
sinergitas dengan aparat
penegak hukumdalam
menciptakan sistem
pengamanan diruang
persidangan.

Menurutnya, Kapolri
telah mengatur bentuk
pengamanan apa saja
yang dapat diberikan.
Kerjasama yang sudah
terjalin adalah dalamhal
pengawalan tahanan,
darirutan ke pengadilan
dansebaliknya. Disemua
daerah kerjasamaitu
sudah dilakukan tetapi
belum ada bentuk
pengamanan diruang
sidang.

Sampaisaatinibelum
terlihat satu perangkat
hukum yang bisa dijadikan
sebagaipegangan,
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tentunya antara polisi
denganjaksadengan
pihak pengadilan untuk
bagaimana sistem
pengamanan yang baku
diruang sidang.

“Sebenarnya untuk
kepolisian sendiri,

dalam kasus-kasus

yang besar atau yang
mendapat perhatian
publik, dalam setiap
pelaksanaan sidang, polisi
sudah pastimembuat
rencana pengamanan,
pengarahan kekuatan
sampaicara-cara
bertindak, bagaimana
mengamankan hakim bila
terjadikerusuhan diruang
sidang,” ungkapnya.

Sebagaiinformasi, diskusi
inidihadiridariunsur
hakim, jaksa, polisidan
advokatdenganjumlah
peserta 70 orang. Kegiatan
inimerupakan kegiatan
advokasipreventif dimana
advokasipreventifini
memiliki program yaitu
Judicial Eduction (JE).
Program JE pertamakali
berjalan pada tahun 2015
danditetapkan sebagai
sasaran strategis KY pada
tahun 2015s.d. 2019.

Selainitu, pada tahun 2015
ditetapkan menjadibagian
program prioritas nasional
dalamrangka penegakan
hukum yang berkeadilan
melalui kesepakatan
dalam bilateral meeting
pada tahun 2015.
(Priskilla/Jaya) I8
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Momentum serah terima usulan CHA dan
Ad Hoc pada MA oleh Ketua KY diterima
oleh Ketua DPRRI

KY Usulkan Enam CHA dan Empat
Calon Hakim Ad Hoc ke DPR

impinan Komisi Yudisial (KY) yang terdiridari
PJaja Ahmad Jayus, Aidul Fitriciada Azhari, Joko

Sasmito, dan Farid Wajdi bersama Sekjen KY
Tubagus Rismunandar menyerahkan enam calon
hakimagung (CHA) dan empat calon hakim ad hoc pada
Mahkamah Agung (MA) ke Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Kamis
(28/1), di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung
Nusantaralll DPRRI, Jakarta.

Keenam CHA tersebut adalah Soesilo (Hakim Tinggi di
Pengadilan Tinggi Banjarmasin) untuk kamar Pidana, Dwi
Sugiarto (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar)
dan RahmiMulyati (Panitera Muda Perdata Khusus pada
MA) untuk kamar Perdata, H. Busra (Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Kupang) untuk kamar Agama, Brigjen TNI
Sugeng Sutrisno (Hakim Militer Utama Dilmiltama) untuk
kamar Militer,dan Sartono (Wakil Ketua lll Pengadilan
Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim)
untuk kamar TataUsaha Negara, khusus Pajak.

Para calon hakim ad hoc Tipikor pada MA yang diusulkan
tersebut, yaitu Agus Yuniato (hakim ad hoc Tipikor
Tingkat Pertama pada PN Surabaya) dan Ansori (hakim ad

E Konmisi YupisiAL
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hoc Tipikor Tingkat Banding pada PT Sulawesi Tengah).

- Sementara calon hakimad hoc Hubungan Industrial pada
- MA, yaitu Willy Farianto (advokat) dariunsur Apindo dan
- Sugianto (Hakim ad hoc PHI pada PN Semarang dari unsur
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

PimpinanKY diterima secara lansung oleh Ketua DPR

- Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Azis

- Syamsuddin, Ketua Komisi lll DPR Herman Heri, dan Wakil
© KetuaKomisi lll DPR Adies Kadir.

Dalam kesempatan tersebut, Jaja menyampaikan

- bahwa hanya bisamemberikan10 nama, dari20 nama

- yangdibutuhkan oleh MA. Padahal MA sudah sering

- mengeluh dan meminta permintaan jumlahnya dipenuhi
- karenajumlah perkara yang semakin meningkat. Untuk

- ituKY berharap pimpinan DPR dan Komisilll DPR

- memperhatikan kekurangan hakim agung dan hakim ad
- hocdiMA.

- “Untuk kaliini kita ada ada mekanisme baru dalam

- rekrutmen, terutama dalam pola kompetensi dasar. Kita

© menguji bersama-sama dengan MA, sehingga diharapkan
proses ujikompetensikaliini memiliki validitas yang

www.komisiyudisial.go.id
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sangat tinggi sesuai
dengan kebutuhan

MA. Evaluator dariMA
menyatakan rekrutmen
kaliinilebih kredibel dan
mengkoreksi proses yang
dilakukan sebelumnya,”
ujar Jaja.

Menyambung Jaja, Aidul
menambahkan diperiode
iniKY mengubah salah
satuinstrumen dalam
rekrutmen, dengan
tujuan untuk menemukan
kompetensiyang sesuai
denganyangdibutuhkan
oleh hakimagung.

“Kamimelibatkan hakim
agung mulaidariawal
proses rekrutmen, dari
mulaimenyusun kamus
kompetensi, uji validitas,
sampaiasesmen.
Diharapkan ke depan,
assessment center yang
adadiKY bisa menemukan
hakimagungyang
memiliki kualitas sesuai
kompetensi, kebutuhan,
danrealitas diMA.Karena
setelah kita ujicobadan
validasidengan hakim
agung, banyak hal yang
sebelumnya tidak terukur
dalam rekrutmen CHA
danmeleset tidak sesuai
dengan kebutuhan
hakimagung. Setelah
diujiuntuk proseskaliini,
hakim agungmenerima
kompetensiinilah yang
mereka butuhkan,” jelas
Aidul.

Aiduljuga menyampaikan
bahwa dari12 kompetensi

www.komisiyudisial.go.id

yangdisusun, ada
kompetensiyangKY
beriperhatian besar
karena ditemukan
rata-rata CHA masih
memiliki kekurangan,
yaknikompetensi
wawasan kebangsaan
dankenegaraan.KY
menekankan tentang hal
inidalam rekrutmen kali
ini.

“Karena ketika menjadi
hakim agung, dia bukan
hanya berurusandengan
masalah-masalah

teknis yudisial saja, tapi
juga berkaitan dengan
kepentingan bangsadan
negara yang lebih luas.Kita
juga kemarin menekankan
wawasan global, karena
perkembangan hukum
yang luar biasa. Ke depan
kamiminta dukungan
untuk mengembangkan
assessment center diKY
menjadi salah satu pusat
asesmen center bagi
seleksihakimdiseluruh
Indonesia, termasuk hakim
konstitusi,” harap Aidul.

Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RIPuan
Maharani mengapresiasi
penekananKY akan
wawasan kebangsaan
dankenegaraandalam
rekrutmen CHA dan calon
hakim ad hoc pada MA.

“Wawasan kebangsaan
dankenegaraanini
merupakan satu hal
yangkrusial yang harus
dilakukan oleh setiap

lembagayangadadi
Indonesia. Karenainitidak
hanya menjaditugas
pemerintah, tapi DPR,
MPR, danKY jugapunya
tugas sepertiitu. Karena
radikalisme dan hal-hal
yang terkait anti Pancasila
ini sudah merupakan suatu
hal yang sangat urgent,”
ujar Puan.

Artinyajangan sampai
putusan yang terkait
dengan hukumdan
lain-lain, tidak bisa
disinergikan dengan
masalah wawasan
kebangsaan danrasa
nasionalisme yangadadi
Indonesia.

“Kadang-kadangada
keberpihakan tertentu
yang berkaitan dengan
keutuhan NKRI, Pancasila
dan lain-lain, kitaharus
bisamelaksanakan

hal tersebut dengan
sebaik-baiknya. Karenaini
tidak bisa dilakukan oleh
satuorang, dua orang, satu
lembaga, dualembaga,
melainkan semuayang
memiliki concerndan
komitemen bagimasa

depanbangsa,” tegas Puan.

Terkait penyerahan

enam CHA danempat
calon hakim ad hoc pada
Mahkamah Agung, Puan
menyatakan sebagaimana
diketahuiKY memiliki
wewenang untuk
melakukanrekrutmen
Hakim Agung. Hasil
rekrutmen tersebut
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dimintakan persetujuan
ke DPR, dandilantik oleh
presiden.

Dalam menindaklanjuti
suratdariKY terkait
persetujuan nama-nama
CHA dan calonhakimad
hoc pada MA, pimpian DPR
mengundang pimpinan
KomisillIDPR dan
pimpinanKY dalam rapat
konsultasi.

Sedangkan Wakil Ketua
KomisilllDPR Adies

Kadir menyampaikan
sesuaidenganaturan UU
tentangMA, palinglama
30 harikerjasetelahnama
diterima, harus sudah
ditetapkan CHA dan calon
hakimadhoc pada MA
yangdisetujui atau ditolak.
Berartijika diterima
tanggal 28 November
2019, hitung-hitungannya
masih ada waktu DPR
hingga lima Februari 2020,
karenaterpotongadamasa
reses DPR.

“Oleh karenaitukami
darikomisilllakan
mendengarkan masukan
daripimpinan. Kalauini
sangat dibutuhkan, tidak
menutup kemungkinan
kamiakan menyampaikan
aspirasiini,agar fitand
proper test secepatnya.
Mudah-mudahan CHA
yangdiusulkan olenh KY
sudahbagus semua
sehinggadalam fitand
proper test tidak ada
masalahlagi,” kata Adies.
(Noer/Jaya) [
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Jumlah Laporan ke KY Cenderung
Menurun

omisi Yudisial (KY) :
kembali menggelar -
Workshop dan

Pengukuran Program
PeningkatanIntegritas
Hakim (PPIH) Tahun 2019
untuk para hakim dari
empat badan peradilandi

wilayah Pengadilan Tinggi

Jawa Barat.

KetuaKY Jaja Ahmad
Jayus menekankan
pentingnyaintegritas dan
keilmuan para hakim agar

memberikanrasakeadilan. : """
- indikator pengukuran.

: Ketiga hal tersebut cend-

“Integritas hakim san-
gat penting. Untuk itu,

EDISI
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B 5 WORKSNGY & PEAGUKURAN & |

Prugram Pesinghaten Inlegias Hakim Tahan 2019 =
= 3

penting bagi KY mel-
akukan kegiatan pen-
gukuran seperti ini untuk

- mengecek sejauhmana
- tingkat integritas hakim
- dilndonesia,” buka Jaja
- di hadapan para hakim,
© Kamis (31/10) di Gedung

PT Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pen-

- gukuran dari KY di tahun
- sebelumnya, Jaja men-

- gatakan bahwa aspek

- keadilan, keteguhan, dan

keberpihakan menjadi

Foto bersama pada kegiatan Workshop &
Pengukuran PPIH 2019 di PT Bandung

- erung menjadi yang poin
- terendah, sehingga tren
- laporan yang masuk ke

- KY terbilang tinggi bila

- menyangkut ketiga hal

" tersebut.

“Banyaknya laporan
yang masuk ke KY
sejauh ini berkaitan
dengan teknik yudisial.
Namun jika ditelaah

- ada beberapa lapo-

- ran yang menyangkut

- dengan keberpihakan

- sehingga menimbulkan
- ketidakadilan bagi pen-
- cari keadilan. Ketidakadi-

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

- lan, keteguhan dan

- keberpihakan menjadi

- tiga hal terendah yang

- dimiliki oleh hakim ber-
- dasarkan hasil penguku-
- ran yang dilakukan oleh
- KY sebelumnya,” urai

- Jaja.

© Lebih jauh Jaja juga me-
negaskan bahwa prinsip
adil harus dimiliki oleh

- setiap profesi penegak

- hukum, terutama hakim.
- Menurutnya suatu keu-

- tamaan untuk memiliki

- prinsip adil dalam men-
- jalankan tugasnya.

www.komisiyudisial.go.id
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KetuaKY, Jaja Ahmad Jayus, saat diskusi
dengan media di Kedai Belacan, Bandung

“Beberapa kasus menge-
nai “prinsip keadilan” ini
seringkali terjadi karena
seseorang tidak memiliki
keilmuan yang cukup
dalam menjalankan pro-
fesinya.

Untuk itu, hakim pent-
ing memiliki keilmuan
yang tinggi agar dapat
menjalankan tugasnya.
Dengan berbekal keil-
muan yang cukup, maka
seorang hakim diya-
kini dapat memberikan
keadilan bagi pencari
keadilan,” tandas Jaja.

Sementara Ketua Pen-
gadilan Tinggi Bandung
Abdul Kadir menga-
takan, upaya pening-
katan integritas hakim
yang dilakukan oleh KY
berkaitan dengan prinsip
kelima dalam Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH), yaitu
hakim harus berintegri-
tas tinggi.

“Sebagaimana telah

tusan Bersama antara
Mahkamah Agung dan

www.komisiyudisial.go.id

- Komisi Yudisial, dalam
- panduan Kode Etik dan
- Pedoman Perilaku Hakim -
- pada prinsip kelima, yaitu -
- seorang hakim harus
- memiliki integritas tinggi.
* Halini sejalan dengan

- program yang dilakukan
§ oleh KY,” ucap Abdul.

Abdul juga mengatakan
- bahwa integritas sangat
- terkait dengan etika dan
- moral suatu individu.

- Hakim juga perlu memi-
- liki etika dan moral yang
- baik dalam menjalankan
- tugasnya.

© “Integritas memang
menjadi sorotan saat

- inidan menjadi suatu

- keharusan dimiliki oleh
aparatur maupun pejabat :
- negara. Untuk itu, kita

- sebagai hakim juga

- penting untuk memi-

- liki integritas yang baik
- karena integritas yang
- baik sangat berkaitan

- dengan etika dan moral
- dariindividu kita sendiri,” -
- imbau Abdul.

diatur dalam Surat Kepu- :

- Dihari yang sama, Jaja
melakukan diskusi

JDISIAL/NOER
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dengan media di Kedai
Belacan, Bandung dalam
rangkaian kegiatan PPIH
Tahun 2019.

Sepanjang Januari-
September 2019, KY
menerima sebanyak
1139 laporan masyarakat
terkait dugaan pelang-
garan KEPPH dan 669
surat tembusan. Jumlah

- penurunan dibandingkan
- tahun sebelumnya yang

mencapai 3474 laporan.

- “Jika dilihat dari sisi

- kuantitas, laporan yang

. masuk ke KY mengalami
© penurunan. Misalnya

© tahun ini berkurang

* seribu laporan. Lalu
tahun depan berkurang

- lagi seribu laporan, dan

- akhirnya KY jarang me-

- nerima laporan lagi. Hal

- itu tidak masalah, karena
- nantinya fokus KY bukan
- lg pada aspek penga-

- wasan tapi lebih kepada
- aspek preventif dalam

- menjaga, meningkatkan,
- serta mendorong kuali-

© tas putusan pengadilan,”
© ucap Jaja.

nandakan dua hal. Per-

- tama, penurunan jumlah
- pelanggaran KEPPH.

- Kedua, peningkatan pe-
- layanan di pengadilan.

- “Di Jawa Barat pada

* tahun 2018 lalu, tercatat
- sebanyak 258 laporan
- masyarakat, sedangkan
* di tahun 2019 menjadi

SELINTAS

- 166 laporan terhitung

- sampai bulan September
- 2019. Mudah-mudahan

- tidak ada lagi bertam-

- bah jumlahnya. Artinya,

- mungkin jumlah pel-

- anggaran KEPPH yang

- menurun, dan mungkin

- di pengadilan telah

- meningkatkan kualitas

- pelayanan di pengadilan,”
© urai Jaja.

ini cenderung mengalami :

- Jajajuga mencotohkan

- kinerja KY Australia

- dalam melakukan pena-
- nganan pelanggaran

- kode etik, yang hanya

- berkisar 9 sampai 11

- laporan.

- “Dahulu saya berkunjung
- ke KY Australia pada

- tahun 2011, saya hanya

* melihat sebanyak 9 lapo-
ran. Kemudian di tahun

- 2015, ternyata hanya

- naik 2 menjadi 11 laporan
- pelanggaran kode etik.

- Jumlah ini kecil sekali,

- syukur-syukur di Indo-

* nesia juga begitu. Artinya
- sudah ada perubahan

- yang signifikan, baik

- infrastruktur pelayanan

- di Mahkamah Agung dan
: * peradilan yang ada di

- Bagi Jaja, halini bisa me- : bawahnya seperti PTSP,
- E-Court, dan E-Litigasi,”
tambah Jaja.

- la’berharap peningkatan

- kualitas itu menjadikan

- proses penegakan hu-

- kum semakin membaik,

- sehingga harapannya

- tidak ada lagi hakim yang
- melanggar KEPPH. (Ad-

- nan/Festy) [
EDISI L
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Sinergisitas Komisi Yudisial dengan

Media Massa di Pekanbaru

Media Punya Peran Penting dalam
Optimalisasi Kewenangan KY

ubungan Komisi
Yudisial (KY)
danmedia

massa sangat penting
sebagaimediadalam
menyampaikan informasi
terkait tugas-tugas KY.

Kedekatan tersebut perlu
terus dipupuk dan dibina
agar tercipta sinergi
positif sesuaitanggung
jawab masing-masing.

Hal tersebut disampaikan
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan
Layanan InformasiKY
Farid Wajdipadaacara
Sinergisitas Komisi
Yudisial dengan Media
Massa “Peran Media

E Konmisi YupisiAL
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- Massadalam Penguatan
- Kewenangan Komisi

- Yudisial” diRumah Gege
- PekanbaruRiau, Rabu

- (27/1).

- Menurut Farid,

* kegiatan ini merupakan
program KY yang telah
: diselenggarakandi
beberapa kota danRiau
- kota terakhir ditahunini.

- "Kegiataniniuntuk
- optimalisasiperan

- peradilan dimana masih
- banyak aparat peradilan
- yangditangkap oleh

- Komisi Pemberantasan
- Korupsi (KPK).

“Dariproses yangada

- dan dikaitkan lagi dengan
fungsipengawasan
yang dilakukan KY

© danMahkamah

- Agung.Dimana dari

- 53 kalisidang Majelis

- Kehormatan Hakim

- (MKH), telah melakukan
- pengawasan ekternaloleh :
- KY,"ujar Farid.

pemberhentian terhadap

- Farid.

- Farid mengungkapkan,
- dalam hal pengawasan
- yangdilakukanKY,

- berdasarkan faktadunia

DESEMBER 2019

- Adabeberapaisuyang
- palingdominan adalah
- terkait kasus suap,

- pengaturan perkara,
- pertimbanganyanganeh
- dankoneksi pejabat.

- “Masih banyak

- persoalan lainyang

- menjadi sorotan kinerja
lembaga peradilan,” ujar
* mantan Dekan Fakultas
* Hukum Universitas
Muhammadiyah
Sumatera Utara ini.

Untukitu, lanjut Farid,
- peran publik khususnya
- mediamassa sangat

- 35hakim melalui,” ungkap -

membantu tugas dan

- wewenangKY.

- “Ketika persoalan dugaan
- pelanggaran terpublikasi
- media, makarespon dari

www.komisiyudisial.go.id
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MA akan cepat,” lanjut
Farid.

Hal lain yang diharapkan
KY darimedia adalah
adanya pola kemitraan
dankerjasama untuk
sama-sama mengawal
peradilan bersih.

“Peran-peranyangada
dalam membantu KY.
Misalnya dalam prosea
schamedia dapat menjadi
informan KY. Sekecil
apapun publikasi media
terkait calon hakim
agung (baik positif atau
negatif), itu akan menjadi
pertimbanganKY,” jelas
pria kelahiran Silaping
Sumatera Baratini.

Selainitu, peran media
dalam melakukan
pemantauan persidangan
juga sangat penting
bagiKY dalam hal
menyerap informasi
daripemberitaan yang
menarik perhatian publik.

“Ketika akan melakukan
pemantauan persidangan
itusalah satu
pertimbangan KY adalah
daripemberitaan yang
menarik perhatian publik
yang terpublikasi media,”
ucap Farid.

Farid menambahkan,

KY berusaha sebanyak
mungkin untuk
melakukan komunikasi
kepada publik baik melalui
KY pusat atau melalui
Penghubungdidaerah.

www.komisiyudisial.go.id

“Dalam proses
optimalisasi peran
pengawasan ekternal
oleh KY masyarakat sipil,
kampus dan media massa
mempunyai peran yang
sangat penting. Banyak
hal yang terungkapitu
melalui bantuan media,”
tambah Farid.

Dalam konteks penguatan
KY menuju percepatan
peradilan yangbersih,

KY tidak akan bisa
sendirian. Peran kampus,
masyarakat sipil dan
media sangat penting.

“Selain untuk
mewujudkan peradilan
bersihjuga untuk
mengawal proses
demokrasi menuju ke
arahyang lebih baik,” ujar
Farid.

Dalam mewujudkan
peradilan bersih,
PersdanKY perlu
bersimbiosis terkait
penyedianinformasi
kepada media. Penting
mendukung KY dalam
rangka melaksanakan
tugas-tugasnyayang
secara kelembagaan
tidak kuat karena hanya
bersifat rekomendasi.

“Pers danKY perlu
bekerjasama. Apabila ada
informasi bisa diberikan
ke media,” ujar Ketua
Persatuan Wartawan
Indonesi (PWI) Provinsi
Riau Zulmansyah
Sekedang.

Zulmansyah menjelaskan,
dalam bekerjaada
3aturanyangperlu
dipatuhioleh pekerja pers.

“UU Nomor 40/1999
Tentang Pers, Kode Etik
Jurnalistik (KEJ) dan
Peraturan dan Pedoman
Dewan Pers,” jelas pria
yangjuga Ketua SPS
cabangRiauini.

Menurut Zulmansyah,
untuk penguatanKY, Pers
berpegang kepada pasal
3danpasal 6 UU nomor
40/1999. Dimana pers
berfungsi sebagai media
informasi.

Fungsipers yang
penting yaitu sebagai
media informasi,
karena masyarakat
memerlukan informasi
mengenaiberbagai hal
yang diperlukan dalam
hidupnya.

“Bagi media, sekecil
apapuninformasiyang
disampaikan itu sangat
bermanfaat,” jelas
Zulmansyah.

Pers sebagai media
pendidikan untuk
mendidik, mencerdaskan,
mengandung kebenaran,
dan bisamendorong
untuk berbuat kebaikan.

“Sebagaimedia
pendidikan, persjuga
mempunyai fungsi
untuk mengedukasi
masyarakat. KY juga
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perlu menjelaskan
kepada masyarakat
terkait kewenangannya
sehingga masyarakat
juga tidak bingung,” harap
Zulmansyah.

Zulmansyah
menegaskan, pers tentu
mendukung tugas KY
dalam mewujudkan
peradilan bersih.

“Sinergidan kerjasama
KY dan pers sangat
penting. Pers sangat
terbuka dan senangjika
diberikaninformasi,”
pungkas Zulmansyah.

Sementaraitu, Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Riau Mexasai
Indra sangat setuju
dengan penguatan KY.

“Peran KY tidak diperkuat
apajadinyadengan
kondisi hukum yang

ada saatini. Kedepan
bagaimana hukum akan
berjalandengan baik,”
ujar Mexasai.

Menurut Mexasai,

revisi terhadap
Undang-Undang KY

itu menjadi keharusan.
Danitujugatergantung
bagaimana politik hukum
saatitu.

“Kedepan KY seperti
DKPP yang putusannya
bersifat eksekutorial
sehingga kewibawaan KY
ada,” pungkas Mexasai.
(Jaya) M
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KESEHATAN

2 _mr_r.

it
3 =

dr. Lusia Johan

ram kakipada
malam hari
(kejang otot)

merupakan keluhan

yang cukup umumkita
dengar dan merupakan
salah satu penyebab
utama gangguan tidur.
Menurut laporan dokter
keluarga di Amerika,
sekitar 60% orang dewasa
mengalaminyadan7%
pada anak-anak.

Kram terjaditerutama
pada otot betis, yang
menyebabkan seseorang
terbangundaritidur,
dikarenakan rasa sakit
pada otot betis. Kram
kaki/betis sering disebut
kuda charley (Charley
Horses) adalah kejang
yang tiba-tiba dan tidak
terkontrol pada satu atau
lebih otot kaki/ betis, yang
menimbulkan rasa sakit
danberlangsungbeberapa
menit.

Saat nyeritelah berkurang
ataureda, otot-otot

tetap terasategang

dan sensitif terhadap
sentuhan maupun gerakan
mendadak. Jadijika terjadi

EDISI
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Kram Kaki di
Malam Hari

gerakan mendadak otot
tersebut setelah serangan
kram sebelumnya
mereda, maka kram
ototnya akan terulang lagi.
Penyebabnya, menururt
beberapa sumber adalah
karena kekurangan
beberapa unsur mineral
dan vitamin, namun
penelitian mengenaihalini
masih sangat terbatas.

Penyebab dan faktor
resiko

Adabanyak kemungkinan
penyebab dan faktor
pencetus terjadinyakram
nocturnal, antara lain:

Kelelahan otot, diduga
merupakan penyebab
yang utama.

Dimana aktivitas
fisik yang berlebihan
pada siang hari,
berdiridalamjangka
waktu lama, latihan/
olahragaototyang
intensif dalamjangka
panjang, apalagi
tanpa pemanasan
sebelumolahraga,
danrelaksasisesudah
olahraga,halini
dapat menyebabkan
beberapa orang
mengalamikram
sesudahnya. Juga

karena penumpukan
asam laktat ditungkai
bawah setelah
olahragalariyang
lama maupun setelah
berjalanjauh.

Kurangnya aktivitas
fisik pada siang hari.
Sebaliknya, bila
kurang aktivitas
fisik, juga bisa
menyebabkan
kram. Beberapa
teorimengatakan,
duduk dalamjangka
waktu lama (bekerja
dibelakang meja),
juga dapat memicu

www.komisiyudisial.go.id



kram, dimana otot
tidak mengalami
peregangan.

Posisi Tubuh
Akibat duduk atau
berbaring pada
posisitertentu
yang membatasi

pergerakanataualiran -

darah ke kaki (misal
menyilangkan kaki,
atau kakibertumpu).

Usiatua

Seiring bertambah
usia, kejadiankram
otot lebih sering.
Sebagaimana ditulis
dalamjurnal BMC
Family Pratice, hingga
33%orangdiatas 50
tahun mengalami
kram kaki nokturnal
kronis (malam hari).
Para dokter menduga,
alasannyaadalah
karena usia tersebut
lebih sering duduk.
Ketika Anda tidak
banyak melakukan
peregangan atau
menggunakan otot,
Anda cenderung
mengalami lebih
banyak kram pada
malam hari.

Kehamilan
Mungkinjugaada
hubunganantara
kehamilan dan
kram kakidimalam
hari. Kemungkinan
disebabkanoleh
meningkatnya
kebutuhan nutrisi

www.komisiyudisial.go.id

atau perubahan
hormon dalam tubuh
selama kehamilan.
Padaibu hamil

juga mengalami
penurunanjumlah
mineral, kalsium, dan

magnesium pada akhir

usia kehamilan.

Dehidrasiatau
gangguan elektrolit
dan mineral dalam
tubuh, seperti
kekurangan kalium,
magnesium, kalsium,
dan kekurangan
vitamin B12.

Penyakit Kronis
tertentu.

Beberapa kondisi
medis kronisjuga
dapat membuat
seseorang berisiko
mengalami

kram kakikronis
(seperti penyakit
kardiovaskular,
diabetes, gangguan
penggunaan alcohol,
gagal ginjal, gagal
hati, hipotiroid,
kakirata/ flat foot,
osteoarthritis,
gangguan saraf, dll)

Perlu pemeriksaan
dokter lebih lanjut.

Obesitas (karena

otot tungkaibawah
menyangga kelebihan
beban berat badan)

Masalah seperti
trauma/ cedera pada
tulang belakang atau

saraf terjepit pada
bagian leher atau
punggung

Kram otot juga dapat
terjadiakibat efek
samping beberapa
obat-obatan, antara
lain diuretik, obat
penurun kolestrol,
obatasma, beberapa
obat penyakit syaraf.

Sirkulasidarah yang
buruk.

- Padayangjarang

- berolahraga dengan baik
- danrutin, kaos kakiyang
- ketat, baju yang ketat,

- udarayangdingindan

© panas, serta pada penyakit :
© pembuluhnaditungkai
bawah

. Pengobatan /
. Tatalaksana

- Beberapacarayangdapat
- dilakukan dirumah untuk
- mengatasikram kaki

- antaralain:

Melakukan fleksi pada
kaki

Apabilasedang
bersama oranglain,

bisamemintabantuan :

menekan telapak kaki
sambil biarkan lutut
tertekuk, luruskan

kaki kembalidan tekuk :
lagi. Lakukanberulang :

hinggarasakram
hilang, sembaridiberi
krim hangat dibagian

betis yang kram. Perlu

diingat, penderitanya

OKT(%E]IE% Komisi i
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harus dalam posisi
tertidur atas setengah
berbaring. Kram otot
betis bisa diatasi
dengan gerakan
tersebut.

Luruskan kakiyang
bermasalah dengan
posisiduduk, dan
pegangujungjari-jari
kakidengantangan
kanan ataukiri.

Lalu biarkan otot
merenggang dengan
sendirinya sampai
kram hilang.

Melakukan pijatan
dalam-dalam atau
meregangkan otot
yang mengencang.
Saat mengalamikram
kaki, pijatan dengan
tekanan yangdalam
dapat meredakan
rasasakitdan
membuat otot rileks.
Setelah nyeriakut
mereda, regangkan
otot betis dengan
lembut menggunakan
selimut. Duduklah
ditempat tidur,
lingkarkan selimut
disekitar kaki, dan
perlahantarikjari-jari
kakike arah kitadan
usahakan lutut tetap
lurus.

Kompres hangat pada
areakram

Mengkonsumsiobat
antiinflamasi (NSAID)
sepertiibuprofenatau
aspirin tidak akan
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menolong, hanya 2.
mengurangirasa :
sakitnya karenakram
initidak berhubungan
dengan proses

Minum air yang cukup

Dengan minum air
yang banyak dapat
mengurangikram

kakidimalam hari.

inflamasi. Cairan berguna untuk
membawa nutrisidan
PencegahanKram zat toksik dari dan ke
kakidimalam hari otot.
1. Olahragaringan © 3. Memakaialas kaki
Beberapaorang : yangnyaman 3.

merasakan bahwa

dengan berolahringan 4,
sepertiberjalan kaki

atau bersepeda statis
sebelum tidur, maka

kram kaki/ betis

jarang kambuh.

Konsumsimakanan
kaya vitamindan
magnesium. 6.

Andaharus
mengoptimalkan
kadar magnesium
dalam tubuh, karena

OKTOBER
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nutrisi pentingini
akanmembantu anda
mencegah kejang
otot. Oleh sebab

itu, usahakan untuk
mengkonsumsi

lebih banyak bijidan
kacang-kacangan,
yang kaya akan
magnesium.

Pijat atau akupuntur,
cukup efektif untuk
melemaskan otot.

Peregangan setiap
haridan sebelum olah
raga, untuk mencegah
tegang pada otot.

7 Rendam kakipada
larutan garam kasar.

Garam sangat
membantu dalam
kasus kram otot, dan
merendam kakidalam
larutanini, terutama
larutangaram
bersuhu hangat,
akan menenangkan
otot dan membantu
menambah kadar
mineral dalam tubuh.

- 8. Mengatur aktivitas

fisik

Untuk mengendurkan
ototdanmencegah
kram, sebaiknya
hindarilama

berdiri. Mulailah
menggerak-gerakkan
tungkaibawah dan
berjalan beberapa saat
lamanya setiap hari,
terutama setelah anda
berdiribeberapajam.
Paraibuyanghamil
harus memperhatikan
halinidanberusaha
untuk berjalan-jalan
setiap hari.

© Setiap orangyang
mengalami kram kaki

- dimalam hari secara
intens dalam periode

- yang panjang, sebaiknya
- berkonsultasidengan

- dokter agar mendapatkan
- diagnosis yang tepat.

- Dokterjugaakan

- meresepkan obat atau

- terapiyang lain untuk

- mengatasikram kakidan
- agar pasien mendapatkan
- kualitas tidur yang lebih
© baik. [
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Belajar Bertahan Hidup
Dari Seekor 11kus

j lertimpa
0 segaris cahaya
sebuah darilampu ruang
dapuryang di sebelahnya menjadi
sedikit gelap, lerang-benderang,
seekor tikus berbarengan dengan suara “klik”

yang sangat singkat dan mengejutkan.
Tikus kecil kaget, sedikit terjengkang ke
belakang, dan akhirnya terjatuh ke dalam
sebuah mangkuk besar yang basah.

mengendap-endap
sambil sesekali mengendus
berbagai barang yang
ditemukannya di sana.
Gerakannya tampak lincah, dengan
ukuran tubuh tak lebih dari setengah Tikus tersebut diam di sana, mendengar

kepal orang dewasa saja. Sepertinya, langkah kaki seseorang yang memasuki area
ini kali pertama tikus kecil tersebut datang dapur, memutar keran westafel dan kembali
bertandang, sebab ia sedikit kebingungan mengagetkannya dengan suara air yang sedikit
dan mencoba untuk mengenali setiap jengkal sisi ~ terlalu deras hingga menyipratinya. Namun
dapur yang berantakan itu. Perjalanan pertama tikus kecilitu tetap diam di dalam sana, meski

tentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tubuhnya telah basah kuyup sejak terjatuh ke

bukan? dalam mangkuk tersebut

Namun naas bagi tikus kecil tersebut, tiba-tiba Keran mati dan dapur kembali sepi, begitu

saja dapur yang tadinya gelap dan hanya juga dengan lampu yang padam sesaat setelah
www.komisiyudisial.go.id DESEM%}&(%%% Komisi YupisiAL
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Bagikalian
yang sedang
terjebak
dalam sebuah
masalah yang

cerita seekor
tikus dalam
bertahan
hidup ini
bisa menjadi
pelajaran
untuk kita.

orang tersebut berlalu
dengan langkah

yang sama dengan
sebelumnya. Tikus
kecil tersebut diam
beberapa saat, masih
menunggu hingga
kondisi benar-benar
aman. Digerakkannya
badannya perlahan,
namun terasa sedikit
berat.

Dia berupaya
melompat ke luar dari
mangkuk besar, tapi
tubuhnya kini sedikit
lengket dan terasa

Ve EDISI
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- licin di semua bagian.
Bagaimana tidak,

- tikus kecil ini baru saja -
: mendarat di dalam
. sebuah mangkuk

© besaryang dalam
dan % bagiannya

- berisi minyak

. goreng yang licin.

- Sulit baginya untuk
sulit. Mungkin :
bahkan hanya untuk

- sekedar mengaiskan
. kuku-kukunya yang
- tajam pada sisi

- mangkuk untuk bisa
meloncat ke luar.

- Seluruh permukaan

. mangkuk ini begitu
licin, hingga mustahil
© baginya untuk bisa
meloncat dengan

- mengandalkan

. kaki-kaki kecilnya.

meloncat ke luar, atau

. Lelah? Tentu saja, ini

- pertama kalinya tikus
. kecil ini berenang di

- dalam minyak goreng
. yang licin. Tubuhnya

- yang lengket bahkan

- kini terasa mulai lelah,
hingga ia memutuskan
- untuk diam sesaat dan
memikirkan apa yang
- akan dilakukannya

- untuk bisa selamat
dari mangkuk besar

- yang tidak ramah
pada kedalangannya

. ini. Diamjuga

- membuainya menjadi
lelah, atau bahkan

. lebih tepatnya putus
- asa.

© Tikus kecil mulai
gelisah dan ketakutan,
- namun ia tak boleh

. mati, apalagi di dalam
- mangkuk yang licin

. ini. Perlahan kaki-kaki
kecilnya mulai

- digerak-gerakkannya
: dengan teratur, entah
. apayang sedang

- direncanakannya
dengan hal tersebut.

- Barangkali, ia

: berupaya untuk
menghabiskan semua
- sisa tenaga yang

. dimilikinya.

- Fajar datang dan tikus
. kecil itu masih saja

. menggerak-gerakkan
: kaki-kakinya di dalam
cairan minyak goreng
- tersebut, kali ini
dengan gerakan yang
. lebih lambat. Mungkin
- dia telah sangat
kelelahan, hingga tak
- lagi memiliki tenaga

untuk bergerak dengan

. cepat.

- “Klik” lampu dapur
kembali menyala

- dan diikuti dengan

. langkah kakiyang

. sama seperti semalam.
© Tikus kecil sedikit
kaget dan meloncat

- dengan cepat, ke luar

. darimangkuk besar

. tempatnya menginap

- semalam. Pemilik
rumah tak kalah

- kagetnya, melihat

. si tikus kecil berlari
cepat meninggalkan

- mangkuk besar penuh
minyak kental yang

- lebih mirip seperti

: mentega, sebab
semalaman penuh

- kakinya bergerak
mengaduk-aduk

- minyak tersebut hingga
- mengental dan bisa
membuatnya lebih

- mudah untuk meloncat
. keluar.

- Cerita diatas bukan

: mengajarkan kita
untuk menjadi orang

- yang suka mengendap
- ngendap pada saat

- masuk kerumah orang.

. Tapi cerita diatas

. mengajarkan kila

- untuk selalu berusaha
dan bekerja keras

- dalam menghadapi

. masalah. Seperti

- halnya yang terjadi

: pada tikus tersebut
yang terus berjuang

- dalam bertahan hidup.

. “Butinthe end one

. needs more courage

: 1o live than to kill
himself.” M (Disarikan
* dari berbagai sumber)
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